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ABSTRAK
Nama    :   SARTINA
NIM      :   10100111046
Judul     :   Implikasi  Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan  Reproduksi Wanita
Persfektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam.
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mendeskripsikan atau menganalisis
efektifitas usia dan faktor yang mendorong pernikahan dini. 2) mengkaji  Undang-
Undang Kesehatan dan Hukum islam  terhadap kasus pernikahan dini .3)menganalisis
pernikahan usia dini persfektif hukum islam.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan
teologi normatif (syar’i) dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong
penelitian library research, yaitu mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur
atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini
Setelah mengadakan pembahasan tentang Implikasi  Pernikahan Usia Dini
terhadap Kesehatan  Reproduksi Wanita Persfektif Undang-Undang Kesehatan dan
Hukum Islam, maka penulis menemukan bahwa: 1). Efektifitas usia dini yang matang
untuk mengadakan pernikahan dini sangatlah penting melihat banyaknya terjadi
pernikahan pada usia belia yang rata-rata pada usia belasan yang hanya berdampak
buruk meskipun kita ketahui pernikahan dini itu ada sisi negative dan positifnya
namun dengan adanya berbagai penelitian kebanyakan berdampak negative dan
semua ini akibat banyaknya  faktor pendorong pernikahan dini sehingga harus
berdampak pada segalah aspek, kesehatan, sosial, kejiwaan dan semuanya akan
berujung pada pengadilan untuk bercerai. 2) Dalam Undang-Undang kesehatan telah
jelas melarang pernikahan dini dikarenakan akan merusak mental kejiwaan, dan
merusak organ reproduksi, pernikahan usia dini bagi umur yang masih belia adalah
usia yang belum siap untuk melaksankan semua tugasnya terutama sulitnya dalam
persalinan kebanyakan diantaranya seorang ibu dan anak tidak terselamatkan
3)Dalam hukum islam tidak terdapat batasan usia minimal pernikahan dan tidak
ditentukan secara tegas dalam literature islam, namun dalam hal ini islam
memperbolehkan pernikahan dini mengingat untuk menjaga nafsu seseorang agar
kiranya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa namun disini kata mampu yaitu
mampu dari segi fisik, ekonomi dan sebagainya.
1BAB  I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu
sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara
damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk
Rasulullah.1Sebagaimana firman Allah swt.yang tercantum dalam QS.al-Ruum/30: 21







Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir. .( QS.al-Ruum/30: 21 )”2
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.Pernikahan
adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk
1Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1996), h. 203.
2Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur’an,
2012), h. 406.
2berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah
masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam
mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.3Dalam QS an-Nisa/4: 1 Allah swt.
Berfirman:










Terjemahannya:
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu. (QS an-Nisa/4: 1) ”4
Allah swt.tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup
bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan tidak
beraturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah
SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.Dengan demikian,
hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan
kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan
3Slamet  Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.
4Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 77.
3jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan
menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh
binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami dan istri diletakkan di
bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan
keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.Peraturan pernikahan semacam
inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.
Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam
hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya,
melainkan antara dua keluarga.Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah
kasih-mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah
kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka
menjadi satu dalam segala urusan bertolongtolongan sesamanya dalam menjalankan
kebaikan dan mencegah segalakejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang
akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.5
Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih
muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah.
Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari
maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi
di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda
ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda
dianggap lumrah. Tahun berganti, makin
5Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam Kitab Pernikahan (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.
374-375.
4banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali
lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan,
maka kini tidak sedikit remaja di pedesaan maupun di kota besar yang ingin menikah
muda.6
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu
dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun
pihak wanita.7
Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan
kehidupan rumah tangga pada umumnya menitikberatkan pada kematangan jasmani
dan kedewasaan pikiran serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab
sebagai suami dalam rumah tangganya. Patokan umur tersebut sesuai bagi para
pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus
dipercepat guna memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih
buruk baginya. Bagi seoranggadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya
kemungkinan dalam waktusingkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama yang
memungkinkan iadapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu sebaik-baiknya.8
6Fran siska, Dampak Pernikahan Usia muda, (01 Februari 2010),http://fransiska-
limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usiamuda-terhadap.html. (19mei 2015).
7Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.
8Latif Nasaruddin, Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga
(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 22.
5Salah satu asas perkawinan calon suami dan istri telah masak jiwaraganya,
agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpaberakhir dengan
perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yangbaik dan sehat jasmani serta
rohani.Pada dasarnya kematangan jiwa sangatbesar artinya untuk memasuki gerbang
rumah tangga. Perkawinan pada usiamuda biasanya seseorang belum siap mental
maupun fisik, seringmenimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit
rumah tanggaberakhir dengan perceraian.9
Kembali kepada kedudukan nikah yang agung dan mulia itu jugaberfungsi
sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akandatang, maka
hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah keduabelah pihak betul-betul
mempunyai kesiapan dan kemampuan untukmelaksanakan tugas sebagaimana suami
dan istri yang baik bahkan siap untukmenjadi bapak dan ibu yang baik.10
Laki-laki dan wanita ada yang sanggup melaksanakan perkawinan danada
yang tidak sanggup melaksanakannya.Meskipun kesanggupan itu padadasarnya
bukanlah syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan,tetapi ada dan tidak
ada kesanggupan itu dapat menentukan apakahperkawinan itu dapat atau tidak dapat
mencapai tujuannya.Kesanggupanmerupakan imbangan dari hak. Seorang sanggup
untuk kawin berarti iaadalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau
suaminya.Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang
tidaksanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya.11
9Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Bandung: Al-Bayan , 1994), h. 18.
10Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 27.
11Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang,
1993), h. 39.
6Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya
merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syaratsahnya
akad nikah, tergantung kepada calon-calon mempelai yang olehagama diberi hak-hak,
karena adanya ikatan nikah.Apabila calon suami ataucalon isteri rela dengan calon
isteri atau calon suaminya yang tidak dapatmelaksanakan kewajibannya setelah
terjadi akad nikah, maka kesanggupanitu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah.
Sebaliknya bila calon suami ataucalon isteri tidak rela dengan tidak adanya
kesanggupan pihak-pihak yanglain, maka kesanggupan itu merupakan syarat sah akad
nikah.
Secara garis besarnya kesanggupan itu terbagi atas:
1. Kesanggupan jasmani dan rohani
2. Kesanggupan memberi nafkah
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga
Keharmonisan dalam keluarga tidak semata dipatok oleh umur karena
semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya
mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda
biasanya lebih labil dalam menghadapi masalah. Sehingga diharapkan seseorang yang
akan menikah lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi
kematangan jasmani dan rohani pada saat memasuki gerbang pernikahan, sehingga di
belakang hari menjadi pernikahan yang bahagia untuk seumur hidup.
Maraknya pernikahan dini yang dialami remaja puteri berusia di bawah 20
tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia.Tema
pernikahan dini bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak
risiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya.
7Pernikahan dini dikaitkan dengan waktu, yaitu sangat awal. Bagi orang-orang
yang hidup abad 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-16
tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat
kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20
tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar.
Tapi hal itu memang benar adanya, remaja yang melakukan pernikahan
sebelum usia biologis maupun psikologis yang tepat rentan menghadapi dampak
buruknya.Banyak efek negatif dari pernikahan dini.Pada saat itu pengantinnya belum
siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang
dewasa.Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan
siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan,
maupun anak.Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup
mampu menyelesaikan permasalahan secara matang.Selain itu, remaja yang menikah
dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki
anak.Sehingga kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi.
Idealnya menikah itu pada saat dewasa awal yaitu sekira 20-sebelum 30 tahun
untuk wanitanya, sementara untuk pria itu 25 tahun.Karena secara biologis dan psikis
sudah matang, sehingga fisiknya untuk memiliki keturunan sudah cukup
matang.Artinya risiko melahirkan anak cacat atau meninggal itu tidak besar.
Unsur biologis juga lebih dinomorsatukan daripada segi psikologis.Mengapa?
Karena kematangan psikologis itu tidak ditentukan batasan usia, karena ada juga yang
sudah berumur tapi masih seperti anak kecil. Atau ada juga yang masih muda tapi
pikirannya sudah dewasa.Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama
karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari.
8Sedangkan jika dilihat dari unsur biologis maka kondisi ini lebih rentan
menghadapi dampak buruk dimana wanita yang menikah atau melakukan hubungan
seksual pada usia muda (usia kurang dari 17 tahun) mempunyai resiko besar untuk
terkena penyakit yang sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan wanita yang masih
mudah memiliki mulut rahim yang belum matang dan pada saat hubungan seks
terjadi maka akan terjadi gesekan yang dapat menimbulkan luka kecil yang dapat
mengundang virus, selain itu untuk Negara-negara yang sedang berkembang seperti
di Indonesia, pelaksanaan pernikahan dini ini akan sangat rawan dampaknya terhadap
kesehatan alat reproduksi wanita, selain itu anak yang lahir dari hasil perkawinan
muda, anak itu pertumbuhannya tidak sesuai dengan anak-anak yang lain dikarenakan
anak itu sering sakit-sakit.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang timbul
dalam penulisan ini yaitu “Bagaimanakah Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap
Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) persfektif Undang-undang kesehatan?”.
Selanjutnya untuk dapat membahas secara rinci dan lebih terarah, maka  penulis
membagi  sub masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimanahka Efektifitas Usia dan Faktor Terjadinya Pernikahan di Usia
Dini?
2. Bagaimanakah prespektif undang-undang kesehatan terhadap pernikahan
dini kaitannya dengan kesehatan alat reproduksi wanita (rahim)?
3. bagaimanakah Pernikahan Usia Dini dalam Persfektif Hukum Islam?
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian
9Untuk lebih memudahkan pembahasan dan menghindari kesimpangsiuran
dalam memberikan pemaknaan, maka perlu didefinisikan Istilah yang dianggap
penting terkait dengan permasalahan sebagai berikut:
Implikasi di dalam KBBI berarti keterlibatan atau keadaan terlibat,12 jadi yang
dimaksud implikasi dalam penjelasan ini yakni keterkaitan/dampak Pernikahan Usia
Dini Terhadap Kesehatan  Reproduksi Wanita  Persfektif Undang-Undang Kesehatan.
Pernikahan berasal dari kata nikah perjanjian antara laki-laki dan perempuan
untuk bersuami istri (dengan resmi) perkawinan.13Jadi pernikahan yang dimaksud
disini adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dalam
suatu ikatan dan perjanjian yang suci.
Reproduksi yakni suatu proses biologis merupakan cara dasar
mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu
setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya.14
Usia Dini berarti usia pernikahan yang belum siap dan matang untuk
dinikahkan atau biasa disebut pernikahan yang terlalu cepat untuk seorang anak
dinikahkan.
Berdasarkan uraian istilah diatas maka definisi operasional yang dimaksudkan
penulis yaitu,dampak serta akibat pernikahan usia dini di tinjau dari undang-undang
kesehatan.
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta
PT Gramedi Pustaka, 2008), h.548
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.1003
14Wikipedia, Reproduksi (01 Januari 2015), id.m. Wikipedia.org/wiki/Reproduksi, (19 Mei
2015).
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Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini akan membahas tentang implikasi
pernikahan usia dini terhadap kesehatan  reproduksi wanita  persfektif undang-
undang kesehatan serta segala aspek yang mengakibatkan kesehatan akibat
pernikahan usia dini.
D. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang
terkait dengan judul skripsi ini, untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang
memiliki bobot yang tinggi, sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang
masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data
sebagai bahan perbandingan, supaya data yang dikaji itu lebih jelas.
Beberapa buku-buku yang sangat bersentuhan dan menjadi rujukan dalam
penelitian ini antara lain:
1. Buku Ajar Bidan Psikologi ibu dan anak,oleh Bahiyatun. Buku ini membahas
tentang psikologi umum, psikologi anak, psikologi remaja, psikologi
dewasa,yang intinya didalamnya membahas tentang tingkah laku atau
kejiwaan individu setiap berinteraksi,diantaranya;pertumbuhan dan
perkembangan anak-anak,Remaja dan Dewasa.
2. Kestabilan Keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak,
oleh Musdalifa. Buku ini membahas tentang pentingnya stabilitas keluarga
terhadap tumbuh kembang anak,masalah perkembangan jiwa anak  dan fase-
fase perkembangan jiwa anak.
3. Penyakit kandungan oleh Faisal Yatim, sebuah buku yang membahas
didalamnya macam-macam penyakit kandungan seperti penyakit:Kista indung
telur, Kanker indung telur, kanker leher rahim, myoma uteri, endometriosis,
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kanker rahim,penyakit-penyakit yang infeksi pada kehamilan serta membahas
gejala-gejalanya dan faktor-faktor penyebabnya,dan cara penyembuhannya.
Selain dari buku diatas, penulis juga mempersiapkan beberapa rujukan yang
lain, seperti undang-undang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan buku-
buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dari beberapa buku rujukan diatas,
penulis-penulis sebelumnya banyak menjelaskan beberapa penjelasan tentang
psikologi anak serta dampak penyakit terhadap kandungan. Dengan melihat hal
tersebut maka disini peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap
implikasi pernikahan usia dini terhadap kesehatan  reproduksi wanita  persfektif
undang-undang kesehatan.
E. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang berisi ulasan tentang metode-metode yang penulis
gunakan dalam tahap-tahap penelitian antara lain:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan(Library
Research), yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan
data-data dan informasi tentang pernikahan usia dini sehingga mengganggu
kesehatan reproduksi wanita  persfektif undang-undang kesehatan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah pendekatan yuridis normatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut
pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia.
Pendekatan kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah
seseorang peneliti menetapkan topik penelitian,langkah selanjutnya adalah
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melakukan kajian yang dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam
pencarian teori, penelitian akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari
kepustakaan yang berhubungan.Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari:
buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, internet, dan sumber-sumber lainnya
yang  sesuai dan relevan.
3. Pengumpulan Data
Adapun data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini
melalui buku-buku, artikel dan rujukan yang berkaitandengan objek yang dibahas
oleh peneliti yakni : Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi  Wanita
Persfektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:
a) Kepustakaan, yaitu penelitian akan mengkaji pokok masalah melalui
b) Literature-literatur atau reperensi-reperensi yang berkaitan dan relevan
dengan judul penelitian skripsi ini.
c) Interview, yaitu mengumpulkan data melalui dialog dan tanya jawab
terhadap sumber langsung seperti para ahli/pakar dan orang-orang yang
terkait dengan penulisan penelitian skripsi ini.
4. Instrumen penelitian
Adapun alat-alat yang menjadi pendukung penelitian ini adalah ;
a) Buku catatan, yang digunakan penulis sebagai media untuk mencatat
beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian  yang dibahas.
b) Alat tulis, seperti pensil dan pulpen sebagai media tulis yang digunakan
oleh penulis untuk menulis/menyalin beberaapa literatur yang berkaitan
dengan penelitian.
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c) Notebook, yang merupakan instrumen paling penting dalam proses
penelitian ini, mengingat kegunaannya yang multifungsi. Oleh penulis
notebook digunakan sebagai media untuk merekam data dan mengolah
analisis data.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang penulis maksud meliputi,
editing, kalfikasi, verifikasi, dan kesimpulan.
a) Editing : Melihat data yang memiliki kejelasan makna, kesesuaian, dan
relevansi dengan data yang lain.
b) Klasifikasi : Pengelompokan data/sumber data yang berkaitan dengan
objek yang dibahas dari berbagai referensi dan literatur yang berkaitan.
c) Verifikasi : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data/sumber data
yang diperoleh untuk menentukan keshahihan data yang telah diperoleh.
d) Kesimpulan : Meramu data/sumber data yang telah didapat untuk
mendapat jawaban atas permasalahan yang dibahas.
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalah yang dibahas pada
tulisan ini  adalah:
a) Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di usia
dini;
b) Untuk mengetahui prespektif undang-undang kesehatan terhadap
pernikahan dini kaitannya dengan kesehatan alat reproduksi wanita
(rahim)?
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2. Kegunaan
a. Kegunaan ilmiah
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat
yang berada disetiap daerah agar mengetahui betapa pentingnya
pernikahan bila dilaksanakan ketika diusianya yang memang telah matang
untuk di nikahkan.
2) Sebagai sumbangsih dan bantuan pemikiran kepada masyarakat luas
dalam rangka pengembangan wacana ilmiah yang lebih kompeten.
b. Kegunaan praktis
Secara praktis kegunaan skripsi ini diharapkan dapat menambah keluasan
pemahaman tentang peranan seorang Sunan Kalijaga dalam pengembangan
agama Islam dengan menggunakan multitalenta yang dimilikinya, dan
memberikan inspirasi bagi semua kalangan.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan
Istilah perkawinan dalam istilah islam di sebut dengan pernikahan, nikah
secara bahasa berasal dari kata nakaha, yang artinya adalah mengawini seorang
perempuan.1 Selain kata nakaha juga digunakan kata zawwaja Dario kata zauj yang
berarti “pasangan” untuk memaknai perkawinan. Ini karena pernikahan menjadikan
seseorang memiliki pasangan. Dan kata-kata tersebut memiliki kaitan hukum dalam
kaitannya ijab qabul (serah terima) pernikahan. Pernikahan atau tepatnya
“berpasangan” merupakan ketetapan ilahi atas segalah mahluk. Berulang-ulang
hakikat ini di tegaskan dalam  QS. Adz-Dzariyat/51:49 Dalam firman-Nya.2



Terjemahnya:
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat
kebesaran Allah.
Dan QS. Yasin/36:36



1Tim Penulis Wizaroh al-Auqaf wa al-syu’un, al-Islamiyah,Al-Mauzul al-Fiqhiyyah
(Kuwait:Wizaroh al-Auqof wa al-Syu’un al-Islamiyah,2002),Juz ke41, h. 205.
2M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung:Penerbit Mizan, November 1996).cet.ket-
4,h.191-192.
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

Terjemahnya:
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa
yang tidak mereka ketahui. Q.S. Yasin 36/36)
Sedangkan arti nikah menurut bahasa adalah berkumpul, adapun menurut ahli
ushul terdapat tiga pendapat. Golongan pertama dari ahli ushul hanafi mengartikan
kata nikah secara bahasa adalah  “bersetubuh”,sedangkan secara majazi nikah adalah
“akad “, yang dapat menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dengan wanita
sedangkan golongan kedua dari ahli ushul syafi’iyah mengartikan sebaliknya, yakni
nikah memiliki arti asal “akad” sedangkan arti majazinya adalah “bersetubuh”.
Adapun golongan ketiga adalah pendapat Ibnu Hazn dan sebagian ahli ushul Abu
Hanifah, mengartikan kata “nikah” adalah musytarak (gabungan) antara  akad dan
bersetubuh.3
Pada hakikatnya tidak ada perbedaan di antara  ulama fiqih mengenai defenisi
nikah. Perbedaan di antara  mereka hanya terdapat pada redaksi. Jadi para ulama fiqih
sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan
kepada pria hak memiliki pengguna faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya
untuk penikmatan sebagai tujuan primer.4
Pernikahan sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Nikah dapat
menjaga diri kemanusiaan sebagai perisai dan menjauhkan dari pelanggaran-
pelanggaran yang diharamkan dalam agama karena nikah memperbolehkan masing-
3A.Basiq Djalil,Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum
Islam (Penerbit Qalbun Salim, Juni 2006), h.33-34
4Ibrahim Hosen, Fiqh perbandingan Masalah perkawinan (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2003),
jilid I ,cet. Ke-1, h.116
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masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. pernikahan
tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh
dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya
kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Alquran telah
memberikan isyarat dalam QS. An-Nisa’/4:24.















Terjemahannya:
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-
budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-
Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari
isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-
isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.
Demikian juga hadis Nabi riwayat Ibnu Mas’ud,Nabi bersabda :
“Sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata dan memelihara faraj.”
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Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, memelihara mashlahat
orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik
mereka.Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang
optimal  memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.tanggun jawab laki-laki
terhadap rumah tangganya adalah tanggun jawab kepemimpinan dan kekuasaan.
Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat islam sangat
tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai
dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai
derajat yang sempurna.kesalahan sebagian umat islam bukan terletak pada pengajaran
agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran
yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung,
perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa
sesungguhnya ia diciptakan syariat islam untuk mendidik manusia
Dasar Hukum Nikah
Nikah  dalam islam adalah sebagai landasan pokok dalam pembentukan
keluarga Nikah harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari’at  yakni
kemaslahatan dalam kehidupan.5 Oleh karenanya dalam perspektik fiqih nikah
disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur’an, Al-Sunnah dan ijma’. Ayat yang
menunjukan disyariatkannya nikah adalah firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa’/4:3.



5A. Basiq Djalil, Tebaran pemikiran keislaman Di Tanah Gayo (Jakarta: Qalbun Salim,
2007), h. 86.
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





Terjemahnya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.
Adapun hadis Nabi Saw yang menerangkan masalah ini adalah hadis riwayat
Bukhari Muslim:
“wahai  pemuda, barang siapa yang mampu untuk kawin, maka kawinlah,
karena kawin itu dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara faraj
(kehormatan dan kemaluan) dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaknya
ia berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”.(HR. al-Bukhari
dan Muslim).
Dan dari segi ijma’,6 para ulama sepakat mengatakan nikah itu
disyari’atkan.7Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama
tentang hukum pernikahan. Golongan jumhur fuqaha, berpendapat bahwa nikah itu
sunnah hukumnya. Namun golongan zhahiri berpendapat lain, mereka mengatakan
bahwa itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki mutaakhirin berpendapat bahwa nikah
itu wajib bagi sebagian orang, dan sunnah untuk sebagian lainnya, akar silang
6Jumhur ulama, sebagaimana dikutip al-Zuhaili, ijma: “kesepakatan para mujtahid dari umat
Muhammad saw.pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap suatu hukum syara’.
“Lihat: KH. Ma’ruf Amin , Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Elsas, 2008 ), h.93 Dalam
unsur pendefinisian terakhir,  Al-subuki memutlakan obyek ijma’ pada segala persoalan, tidak
membatasinya dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan hukum syara’.
7Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (Ibnu Qudamah), al-Mughni (kairo:Hijr,
1992), jilid 9, h. 340.
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pendapat ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam menafsirkan sighat amr-
bentuk kalimat perintah-dalam dalil yang tersebut diatas.
Selain hukum asal pernikahan tersebut, para ulama juga memperincikan
hukum nikah yang ditinjau dari kondisi seseorang. Sehimgga hukum asal pernikahan
yang berawal bersifat mubah beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.
Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:
a. Wajib hukumnya menurut jumhur ulama bagi seorang yang mampu untuk
menikah dan khawatir akan melakukan perbuatan zina. Alasannya, dia wajib
menjaga diri agar terhindar dari perbuatan haram.
b. Haram hukumnya bagi seoranng yang yakin akan menzalimi dan membawa
mudarat kepada isterinya karena ketidakmampuan dalam memberi nafkah
lahir batin.
c. Sunnah hukumnya menurut jumhur ulama bagi seorang yang tidak menikah,
namun dirinya sanggup untuk tidak melakukan perbuatan haram, dan apabila
menikah ia yakin tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada
isterinya.
d. Makruh hukumnya menurut jumhur ulama bagi yang ,menikah,namun belum
ada biaya untuk hidup sehingga apabila ia menikah hanya akan membawa
kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, apabila ia
melaksanakannya, maka tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala,
sedangkan apabila ia tidak menikah dengan pertimbangan tersebut, maka ia
akan mendapat pahala.8
B. Syarat dan Rukun Perkawinan
8 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu, Juz 7, h. 60.
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Pada dasarnya perdebatan tentang syarat  dan rukun nikah merupakan masalah
yang serius di kalangan para ulama dan imam mazhab. Sehingga terjadi silang
pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan yang manah yang tidak.
Bahkan terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang termasuk  rukun
dan yang manah yang termasuk syarat.9
Menurut penelitian Khoiruddin Nasution, berkesimpulan bahwa tidak
seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan defenisi syarat dan
rukun perkawinan. Ada memang beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana
yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan, namun
jumlahnya ulama yang menyebut sangat sedikit (tidak mewakili).10
Namun terlepas dari istilah yang digunakan oleh ahli hukum islam di atas,
penulis dalam hal ini menggunakan istilah dan rukun syarat perkawinan yang
diterima oleh sebagian besar ulama. Meskipun pada penempatannya berbeda-beda
karena pada dasarnya perlunya pengaturan syarat dan rukun adalah untuk
merealisasikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, agar tujuan
disyari’atkannya perkawinan dapat tercapai.
Adapun rukun perkawinan yang disertai syarat-syarat tertentu tersebut,
diantaranya yaitu;11
a. Adanya calon suami atau mempelai laki-laki.
9Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana
Prenada  Media Group), cet. Ke-3, h. 60.
10Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I),
(Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2004), Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara
Muslim, h. 27.
11Zainuddin bin ‘Abd al-Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in bin Syarh al-Qalyubi, (Srmarang:
Thoha Putra, t,th), h.99
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b. Adanya calon isteri, atau calon mempelai perempuan
c. Adanya wali
d. Ijab qabul
e. Saksi nikah
Adapun undang-undang perkawinan menetapkan bahwa syarat-syarat
perkawinan diatur dalam pasal 6 s.d pasal 11 undang-undang No.1 tahun 1974
tentang perkawinan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut12:
a. Terdapat persetujuan kedua mempelai.
b. Terdapat izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur
21 (dua puluh satu) tahun
c. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan
mempelai wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun
d. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah yang dilarang
kawin.
e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau isteri yang sama,yang
hendak dikawini.
g. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum masa tunggu
berakhir. 13
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan
syarat perkawinan dalam pasal 14 yaitu dalam satu perkawinan harus ada:
a. Calon suami,
12 Lihat Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan, h.142-143
13Lihat Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, h. 142-143.
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b. Calon isteri,
c. Wali nikah,
d. Dua orang saksi,
e. Ijab dan Kabul.14
C. Tujuan Pernikahan
Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan
bahagia.Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.
Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya
keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakin kasih
sayang antar keluarga.15
Tujuan pernikahan dapat terincikan sebagai berikut:
a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusiaan.
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
c. Memperoleh keturunan yang sah.16
Kehidupan suami isteri yang dibangun melalui lembaga pernikahan,
sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud
dan tujuan pernikahan itu jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual
semata. Bahkan apabila ditinjau dari susut religius, pada hakikatnya perkawinan itu
adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT. Selain itu,
14Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, h. 116-117.
15 Mahmud Yunus, Tafsir  Qur’an Karim (Jakarta : Hidakarya Agung, 1993 ), h.23
16 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 tahun
1974 (Yogyakarta :Liberty, 2004), h.12
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pernikahan dimaksudkan untuk melahirkan keturunan demi keberlanjutan kehidupan
umat manusia diatas permukaan bumi ini. Dapat dibayangkan, andai tak ada
pernikahan, maka jumlah manusia tidak akan bertambah. Bahkan sebaliknya
mengalami pengurangan-pengurangan hingga pada akhirya punah ditelan masa.
Demikan pentingnya maksud dan tujuan pernikahan, setiap orang yang hendak
mengabdi kepada Allah SWT.17
Pernikahan yang dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas merupakan awal dari
terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan
sayang, sebagaimana maksud firman Allah SWT., dalam surat Al-Ruum ayat 21
diatas. Masing-masing pihak akan menyadari eksistensi dan tanggung jawabnya.
Rasa saling percaya akan tumbuh menyertai segala aktivitas mereka. Dengan
demikian, mereka akan terjauh dari perselisihan atau pertengkaraan-pertengkaran
yang akan dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.18
D. Hak dan Kewajiban Suami isteri
1. Hak Dan Kewajiban Suami isteri
Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing,
maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah
kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan
terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.
a. Hak bersama suami isteri.
17 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 tahun
1974 )(Yogyakarta :Liberty, 2004), h. 13.
18Andi syamsu alam, Usia ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Jakarta :Kencana Mas, 2005),
h. 5-6.
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1) Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihalalkan
secara timbal balik.Jadi, bagi suami halal berbuat kepada isterinya,
sebagaimana isteri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini
adalah hak bagi suami isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara
bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
2) Haram melakukan pernikahan; yaitu isteri haram dinikahai oleh ayah
suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu
isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh
suaminya.
3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, bilamana
salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnya ikatan pernikahan; yang
lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat
melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.
Hal ini, berdasarkan firman Allah QS An-Nisa’:19)
b. Kewajiban suami isteri.
Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami iateri dijelaskan secara rinci
sebagai berikut :
Pasal 77
1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari
susunan masyarakat
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2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memnberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
Pasal 78
1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami
isteri bersama.
2. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri
c.Hak Suami atas istri
Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah:
1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
2) Isteri menjaga dirinnya sendiri dan harta suami.
3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4) Tidak bermuka masam dihadapan suami.
5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama,
bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh isteri untuk
berbuiat maksiat, maka si isteri haru menolaknya. Di antara ketaatan isteri kepada
suami adalah tidak keluar rumah, kecuali denga seizinnya.
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Dalam QS. An-Nisa’/4: 34 dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya,
baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah
satu ciri isteri yang shalihah.













Terjemahnya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara
diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha besar.
Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat
tersebut adalah isteri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak
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berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah
merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suaminya.19
d. Kewajiban suami terhadap istri
Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan
secara rinci sebagai berikut:
Pasal 80
1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tanggannya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami isteri bersama.
2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, dan banggsa.
4) Sesuai dengan penhasilannya, suami menanggung:
a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ;
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan
bagi isteri dan anak;
c) Biaya pendidikan bagi anak.
19 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana,2010), h.156-161.
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5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4)
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesuadah ada tamkin sempurna dari
isterinya.
6) Isteri dapat membesaskan suaminya dan kewajiban terhadap isterinya
sebagaimana tersebut pada ayat(4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila
isteri Nusyuz .
pasal 81
Tentang Tempat Kediaman
1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-
anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah’.
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan
tenteram.tempat  kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta
kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah
tangga.
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat
tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun
sarana penunjang.
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Pasal 82
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang
1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban
member tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri
secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang
ditanggungnya masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian
perkawinan.
2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan
isterinya dalam satu tempat kediaman.
3. Kewajiban Isteri Terhadap Suami
Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah :
a. Taat dan patuh kepada suami.
b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
c. Mengatur rumah dengan baik.
d. Menghormati keluarga suami.
e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;
h. Selalu berhemat dan suka menabung
i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
j. Jangan selalu cemburu
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Dalam kompilasi hukum islam kewajiban isteri terhadap suami dijelaskan
sebagai berikut :
Pasal 83
Kewajiban Isteri:
1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dan sebaik-baiknya.
Pasal 84
1) Isteri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau melksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alasan yang sah.
2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut
pada Pasal 80 ayat (4)huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami terhadap pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah
isteri tidak nusyuz
4) Ketentuan tentang ada tidak adanya nusyuz  dari isteri harus didasarkan atas
bukti yang sah.20
E. Usia Pernikahan
Usia pernikahan merupakan sebuah frase (kelompok kata), usia dalam
pernikahan. Usia adalah kata lain dari (lebih takzim) umur, yang berarti lama waktu
hidup, atau dapat pula diartikan sebagai masa; misalnya,masa hidupnya cukup lama
berarti ia memiliki usia yang panjang. Sedangkan Adapun Nikah secara istilah adalah
Akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan
baginya untuk melakukan hubungan seksual.suami isteri mengetahui pendirian
masing-masing, berkasih-kasihan, sehingga mereka berniat untuk sehidup semati.21
20Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h.161-164.
21Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, h. 41.
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Dari pengertian yang sederhana  itu dapat dirumuskan bahwa, usia pernikahan
adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental un tuk melangsungkan
pernikahan. Usia pernikahan yang ini penekangannya adalah pada perhitungan atas
umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun kehidupan rumah tangga,
Hal ini lebih ditegaskan pada tujuan pernikahan yaitu pernikahan merupakan suatu
proses (a)menghalakan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusiaan, (b) mewujudkan suatu keluarga dengan dasr cinta kasih, dan (c)
memperoleh keturunan yang sah.22
Konsekuensi logis dari tujuan pernikahan adalah calon suami maupun isteri
dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia
pernikahan, hal itu tyerkait dengan usia  kedua calon mempelai. Dengan demikian
usia pernikahan dikaitkan pada kemanpuan fisik dan kesiapan mental untuk
membangun suatu mahligai rumah tangga atas dasar cinta kasih sayang. Suami isteri
adalah dua jenis manusia yang saling memhutuhkan dan saling melengkapi stu sama
lain. Penyatuan kedua jenis yang berbeda akan melahirkan generasi baru yang akan
menyambung kelangsungan keturunan, Dengan usia pernikahan yang cocok dan telah
memiliki kematangan psikologis, diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang di
dambakan dan kelak dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai,
sejahtera dan dinamis.23
Untuk memahami kedudukan usia pernikahan adalah hukum pernikahan
islam, terlebih dahulu dikemukakan prinsip-prinsip dalam pernikahan, yaitu:
22 Andi Syamsu Alam. Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, h. 42.
23 Andi Syamsu Alam. Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, h. 43.
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a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan
pernikahan.
b. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria sebab ada ketentuan dan
larangan-larangan pernikahan antar pria dan wanita yang harus diindahkan.
c. Pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan
tertentu, baik yang menyangkut kedua bela pihak maupun yang berhubungan
dengan pelaksanaan itu sendiri.
d. Pernikahan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga
yang tenteram, damai dan kekal selam-lamanya.
e. Hak dan kewajiban suami isteri adlah seimbang dalam rumah tangga, dimana
tanggun jawab pimpinan keluarga ada pada suami.24
Dalam konteks prinsip-prinsip tersebut, usia penikahan menjadi bagian yang
signifikan, oleh karena itu usia pernikahan dalam pengertian umum akan sangat
relevan dengan hukum nikah yang dipahami dari keterangan firman Allah SWT surat
Annisa/4 :19, Al-Mumtahinah/60: 10.










24 Muhammad Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta :Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 173
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


Terjemahan:
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.25




















Terjemahan:
25Muhammad Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,h. 109.
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Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah
lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui
bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan
mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal
bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi
mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka
bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada
mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang
telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka
bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.26
Memahami ayat-ayat di atas, mengekpreasikan dengan lafadz “halal”
sebagiman konsekuensi pernikahan dan kewajiban yang berdimensi ibadah.
Ketentuan hukum allah tentang halal sebagimana kandungan wahyu di atas
mengindikasikan bahwa, soal usia adalah sangat penting untuk diperhatikan, karena
pada kenyataannya “mahar”menjadi parameter. Setidaknya mahar merupakan
sejumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad pernikahan atau disebabkan
terjadinya senggama27
Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan
calon isteri hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matamg usia
secara fisik ataupun psikis (rohani), atau sudah siapa secara rohani dan jasmani,
sesuai yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “ perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita “. Berkenaan dengan
26Departemen Agama RI,Al-Quran dan terjemahannya (Surabaya : CV Mahkota, 1990),
h. 406.
27Abdul Aziz Dahlan (ed.) et.al., Ensiklopedi Hukum Islam juz II (Jakarta :Ictiar Baru Van
Hoeve,2003), h. 120.
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asas kematangan iniu adalah salah satu standar yang digunakan  adalah penetapan
usia kawin (nikah).28
F. Pernikahan dibawah Umur
Sampai hari ini menikah di usia muda masih menjadi sesuatu  hal sangat
fenomena dikalangan masyarakat Indonesia, terutama pada daerah pedesaan atau
masyarakat tradisional, meskipun keberadaannya seringkali tidak banyak diketahui
orang. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan nikah muda masih
berlangsung, antara lain faktor ekonomi,dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir
ini orang seringkali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau
pemahaman yang dianut masyarakat.
Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan laki-laki atau perempuan yang
belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dalam hitungan tahun,
pernikahan dibawah umur adalah pernikahan dibawah usia 15 tahun menurut
mayoritas ahli fiqih, dan dibawah 17-18 tahun menurut Abu Hanifah29
Para ulama Madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti
kebaligh-an seorang wanita. Imamiyah, maliki, syafi’I dan Hambali menyatakan
bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang. Syafi’I
dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima
belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun, sementara itu Hanafi
menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun.30
28 Abdul Aziz Dahlan (ed.) et.al., Ensiklopedi Hukum Islam juz II, h. 183.
29Faqihuddin Abdul Kodir, Fiqh perempuan refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender
(Yogyakarta  : LKIS. 2001), h. 67-68.
30Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab (Jakarta : Lentera, 2001), h 317-318.
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Mayoritas ulama fiqh bahkan Ibnu Mundzir menganggapnya sebagai ijma’
ulama fiqh, menegaskan pernikahan muda/belia atau dalam istilah yang lebih popular
pernikahan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah pernikahan, kriteria
baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa
argumen yang dikemukakan antara lain sebagai berikut:
1. Ayat Al-Qur’an, surah An-Nur/24:32.






Terjemahnya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirin diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memanpukan
dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui. 31
Kata al-ayyana meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/usia muda
atau laki-laki yang masih lajang. Belum lagi berumah tangga dan mereka itulah
dianjurkan supaya nikah. Ayat ini secara eksplisit memeperkenankan atau bahkan
menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.32
Dalam rancangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
dijelaskan bahwa “Hukum Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah
kependudukan, yang selanjutnya mempunyai hubungan terhadap jumlah anak dan
terhadap persoalan keluarga berencana (KB). Undang-Undang perkawinan ini
menetukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyata batas umur yang lebih
31 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, h. 542.
32 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, h. 543.
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rendah bagi seorang wanita untuk nikah mempunyai pengaruh terhadap “rate”
kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk nikah. Selain
daripada itu, batas umur tersebut merupakan jaminan agar calon suami isteri telah
masak jiwa dan raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik
tampa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.33
Dari penjelasan Rancangan Undang-Undang tersebut, menunjukkan bahwa
sesungguhnya pembentukan Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan-tujuan
selain itu untuk memenuhi tuntutan masyarakat pada saat itu,seperti halnya aturan
batasan usia nikah bagi perempuan (16 tahun) yang tujuannya adalah untuk menekan
laju angka kelahiran.
Namun bila ditilik dari aspek kesehatan, batas umur tersebut perlu ditinjau
dan direvisi ulang.
Alasannya karena kesehatan merupakan hal yang paling primer bagi manusia,
begitupun masalah hak hak reproduksi perempuan merupakan  cakupan dari hak asasi
manusia yang biasa disebut dengan istilah al-dharuriyat al-khams (keharusan yang
lima). Hak tersebut dalam perspektif Islam modern dianggap sebagai prototip hak
asasi manusia karena memang cakupannya yang memang bersifat universal atas hak-
hak dasar manusia.34
33Yayan sopyan, Sejarah Hukum Perkwinan di Indonesia (Seri Kumpulan Rancangan
(Jakarta:Fak.Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2007)
34 Al –dharuriyat al-khams (al-kuliyyat al-khams) meliputi: hak beragam (hifz al-din), hak
hidup (hidz al-nafs), hak berpikir (hifz al-‘Aql), hak keturunan  (hifz al-nasl), dan hak memiliki harta
(hifz al-mal), sebagian ulama lain menambahkan dengan harga diri (hifz al-‘irdh). Lihat Sahal
Mahfudz, “Islam dan Hak Reproduksi Perempuan :perspektif fiqh “, dalam syafiq hasyim(ed).
Menakar harga perempuan, h. 114.
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Dengan demikian, pemikiran, pemikiran tersebut sesuai dengan prinsip
hukum islam yang dinamis (cocok untuk setiap zaman),35 dimana hukum islam
merespon segala problematika kontemporer yang terjadi pada masyarakat sesuai
dengan perubahan zaman  (perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi) yang
bertujuan pada kemaslahatan sebagai amanah syari’ah yang suci.
Adanya asumsi demikian karena didukung oleh fakta praktik pernikahan di
bawah umur yang hingga kini masih menjadi fenomena yang hidup di masyarakat. Ini
menunjukkan bahwa undang-undang pernikahan bagi sebagian umat Islam dianggap
“tidak mewakili “ hukum Islam.
Terlepas dari ketentuan formal hukum yang mengatur usia pernikahan dalam
UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pernikahan di bawah umur masih menjadi
fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan
maupun secara sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU
tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik.pada sisi lain keberadaan
kitab-kitab fiqh klasik masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi
masyarakat Indonesia. Boleh jadi sebagian masyarakat Indonesia memandang UU
perkawinan tidak mewakili hukum islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat
dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar Islami, yang karena
sepenuhnya harus ditetapkan inilah sebabnya kita masih melihat begitu banyaknya
pernikahan di bawah umur ditengah-tengah masyarakat.36
35Sifat dan karakteristik Hukum Islam: 1)sempurna (al-kamil), 2) Elastis, 3) Universal dan
Dinamis, 4) Sistematis, 5) Bersifat Ta’abbudi dan Ta’aqquli.Lihat Fhaturrahman Djamil, Filsafat
Hukum Islam, h. 49.
36 Abdul  Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, h. 74.
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Membaca secara cermat pandangan para ahli fiqh tentang pernikahan di
bawah umur, tampak jelas bahwa sebenarnya mereka  memandang  pernikahan muda
atau pernikahan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baik (mustahab). Imam
Syafi’I mengatakan.
Sebaiknya ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia
baligh,agar dia bisa menyampaikan izinnya, karena pernikahan akan membawa
sebagai kewajiban (tanggun jawab)37
Pernikahan menurut Madzhab Syafi’I, termasuk bagi yang sudah dewasa,
menjadi makruh hukumnya, ketika yang bersangkutan tidak mampu kewajiban-
kewajiban yang harus dipikulnya dalam rumah tangganya sebagai pasangan suami
isteri. Selain itu dia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Demikian pula,
makruh menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan untuk menikah dan tidak pula
mempunyai kemampuan memberikan mas kawin dan nafkah. Apabila dia mempunyai
kemampuan atas biaya-biaya tersebut namun tidak mempunyai alasan yang
menharuskannya nikah, bahkan sebenarnya dia lebih menyukai ibadah, maka
sebaiknya tidak menikah melainkan fokus terhadap ibadahnya, agar tidak
terganggu.38
Tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang
gadis yang sudah dewasa maupun yang janda, kecuali dengan izinnya. Jika hal itu
tetap dilakukan (tanpa izin), maka nikahnya tidak sah sama sekali. Menurut Ibnu
37 Abdul  Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, h. 75.
38Abdul  Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, h. 76.
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Syibrimah, tidak diperbolehkan bagi orangt tua menikahkannya anak gadisnya yang
masih dibawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapat izin darinya.39
Persoalan yang paling krusial tentang pernikahan dibawah umur dalam
pandangan ahli fiqh, pertama adalah faktor ada tidaknya faktor kemaslahatan atau ada
tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya  hubungan seksual yang
tidak sebenarnya oleh agama. Apabila pernikahan di bawah umur itu menimbulkan
kemudharatan, kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor
kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak
dapat dibuktikan, maka pernikahan itu tidak dapat dibenarkan.40
Islam tidaklah memberikan batasan tertentu bagi usia pernikahan. Sepanjang
pria dan wanita mampu melaksanakan pernikahan, maka disanah tidak ada yang
menhalanginya. Terutama kedewasaan gadis itu berbeda dengan satu negeri yang
lain. Pernikahan gadis pada usia muda lebih utama bagi dirinya dan bagi keluarganya,
dengan catatn hal itu dilakukan secara sempurna dalam usia yang memungkinkan
bagi masing-masing pemuda dan pemudi dalam menemukan nilai kehidupan suami
isteri dan memenuhi persiapannya. Pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah
dan tidak pula ringan bagi suami isteri. Disana terdapat tanggun jawab yang
menyediakan tempat tinggal, kemudian melahirkan dan mendidiknya. Semua itu
menuntut akal  yang mampu dan usia yang sudah matang (dewasa).41
39Syaikh Kamil Muhammad, ‘Uwaidah ,Fiqh Wanita (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 1998),
h. 402.
40 Syaikh Kamil Muhammad, ‘Uwaidah ,Fiqh Wanita, h. 75.
41Musa Shalih Syaraf, Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1997), h.93-94
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BAB III
FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI
A. Pengertian Pernikahan Dini
Pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu; pernikahan dan dini.pernikahan
menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hal atau perbuatan nikah, upacara
nikah, perjanjian laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri.1
Soemiyati memberikan defenisi nikah sebagai berikut: “Nikah ialah
melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki
dan wanita untuk menhalalkan hubungan kelamin, antara kedua bela pihak dengan
dasar suka rela dan keridhaan kedua bela pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan
hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang
diridhai Allah SWT.”2
Dalam KHI Pasal 2 ” Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiiddan untuk mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.3
Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1
Tahun 1974 dalam pasal 1 “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang
Pria dan seorang Wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa”.
1Departemen pendidikan dan kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I:
Yogyakarta : PN.Balai Pustaka, 1998), h. 995.
2Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (Cet . IV ; Yogyakarta : PN.
Liberty, 1999), h. 8.
3 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta :Mahkama Agung Republik Indonesia, 2001), h.2.
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Istilah pernikahan dini adalah kontemporer, dini dikaitkan dengan waktu
yakni sangat di awal waktu tertentu, bagi orang-orang yang hidup pada abad awal-
awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13 -14 tahun,
atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak terlalu istimewa. Tetapi bagi
masyarakat masa kini menyebutnya suatu keanehan, wanita yang menikah sebelum
usia usia 20 tahun  atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar,”terlalu
dini” istilahnya.4secara umum pengertian pernikahan dapat diartikan dengan suatu hal
(perbuatan nikah)5 nikah sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan
perempuan untuk bersuami isteri dengan secara resmi.6 sedangkan dini berarti belum
waktunya, jadi pernikahan dini adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang
terjadi sebelum waktunya atau di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pagi sekali (
mengawinkan anak dibawah umur).7
Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan
keilmuan yang sangat, yaitu sebagai sebuah solusi alternative. Karena pada fitra
sahwat yang melekat pada inzan manusia semakin tidak terkendali dan ketika seks
pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan pada kaum remaja yang
hingga kini masih duduk di bangku sekolah, sehingga para masyarakat berpikir
pernikahan di usia muda adalah salah satu jalan baik yang dipandang cukup baik
untuk mencegah perbuatan zina.
4Anne Ahira, ”Pernikahan Dini “ dalam www.anneahira.com. diakses tanggal 13 Agustus
2015.
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa,Kamus  Bahasa Indonesia, h. 614.
6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa,Kamus  Bahasa Indonesia. h. 328.
7Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa,Kamus  Bahasa Indonesia, h. 15.
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Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi
diataranya : Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah: “ mulai dewasa, sudah
mencapai umur untuk kawin”.8
Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa :”Usia muda (remaja) adalah anak
yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di
segalah bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk bentuk badannya, sikap dan
cara berpikirnya dan bertindak, tetapi bukan bukan pula orang dewasa yang telah
matang, masa ini dimulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21
tahun.”9
Masa remaja adalah suatu peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa.
Ini berarti anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segalah sesuatu yang bersifat
kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari segalah pola perilaku dan pola yang
ditinggalkan.di satu sisi terkadang pihak si anak remaja ingin diperlakukan layaknya
orang dewasa, tidak ingin selalu diperintah seperti anak kecil dan kebutuhannya
masih minta dipenuhi seperti halnya anak-anak. Pada masa remaja disinilah periode
yang sangat pesat baik dalam perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan
perilaku.ada empat perubahan yang bersifat universal selama masa remaja yaitu:
1) Meningkatnya emosi, intensitas tergantung pada tingkat perubahan fisik dan
psikologi yang terjadi, perubahan emosi ini hanya pada terjadinya pada masa
remaja awal.
8WJS.Poerwadarmint, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka,1983),
h. 813.
9Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental (Jakarta: Gunung Agung,tt) Cet ke 3. h. 106.
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2) Perubahan fisik, perubahan peran dan minat yang diharapkan oleh kelompok
sosial menimbulkan masalah-masalah baru sehingga selama masa ini si
remaja merasa ditibuni masalah.
3) Dengan berubahnya minat dan perilaku, maka nilai-nilai perilaku akan
berubah. Apa yang dianggap penting pada masa anak-anak untuk sekarang
tidak lagi, kalau pada kuantitas dipentingkan maka sekarang segi kualitas
yang diutamakan.
4) Sebagian besar remaja bersikap ambivalensi terhadap setiap perubahan maka
mereka akan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggun
jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk
melaksanakan tanggung jawab tersebut.10
Dalam agama islam tidak dijelaskan berapa batasan umur remaja, tetapi hal
ini dapat dilihat ketika seseorang telah akil baligh itu ditandai dengan atau haid
(menstruasi) yang pertama bagi perempuan maka itu sudah dapat di nikahkan. Dan
wanita di Indonesia rata-rata haid kurang pada usia 13 tahun sedangkan laki-laki
ditandai dengan bermimpi atau mengeluarkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh
menikah pula.11
Elizabet B. Harlock mendefenisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga
tingkatan yaitu: pra remaja 10-12, remaja awal tahun, remaja akhir 17-21 tahun.12
Dalam Undang-Undang Negara kita pun telah mengatur batas perkawinan
dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1
10M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), Cet.III h. 25-26.
11Ali akbar, Merawat Cinta Kasih (Jakarta; Pustaka Antara, 1975) Cet.ke II. h. 27.
12Muhammad yunus, Pendidikan Seumur Hidup (Jakarta: Lodaya, 1987), h. 52.
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disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia
pernikahan ini tentunya melalui proses dan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini
dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, segi
psikis, dan mental.13 Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.14 Dengan
demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih
relative muda.
Pernikahan usia muda sebagaimana jika kita kaitkan pada pasal 7 Undang-
Undang Republik  Indonesia No. 1 tahun 1974 ayat (2), dengan demikian pernikahan
usia muda ini adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan
pernikahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir
dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari
lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian
mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.
Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir
dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta
perbedaan- perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak
13Muhammad Shiddiq Al Jawi, ”Nikah dini dan pendapat ulama dalam UU Perkawinan”
dalam http://www.depag.go.id. Diakses tanggal 14 Agustus 2015.
14Undang-undang Perkawinan (Pradnya Paramita: Jakarta, 2004)  h. 540.
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bisa dipertahankan keutuhanya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan
diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seia dan sekata,
bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering
menimbulkan kerengangan-kerengangan, kejenuhan-kejenuhan, kebosanan bahkan
ketegangan- ketegangan.
Dalam hukum islam perbuatan yang didasarkan pada kebiasaan dan dilakukan
secara turun temurun dikenal dengan istilah urf yakni segalah sesuatu yang sudah
dikenal oleh manusia karena menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan,
perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut
sebagai adat. Qidah Fiqhiyah
mengatakan bahwa “Al- Adatuh Muhakkamtun” yaitu suatu kebiasaan akan
menjadi hukum.15
Untuk menjelaskan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas
penulis menyajikan pengertian pernikahan yang termuat dalam KHI, dan Undang-
Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis
melakukan pendekatan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan  dan KHI yang didalamnya memberikan pembatasan Usia
minimal nikah.
B. Sebab-sebab Munculnya Pernikahan Dini
Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur masih saja tetap terjadi
dikalangan masyarakat pedesaan ataupun daerah pinggiran kota. Hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya:
1. Adat istiadat
15Asmuni A.Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, cet I (Jakarta : Bulan Bintang,1976), h. 88.
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Dalam kehidupan masyarakat betawi misalnya, mengawinkan seorang
anaknya merupakan suatu kebanggan tersendiri  bagi mereka. Yang pada dasarnya
para orang tua akan merasa malu bila anaknya tak kunjung mendapatkan jodoh,
karena adanya anggapan bahwa jika seorang anak perempuan akan menjadi “perawan
tua” bila setelah remaja meningkat namun belum juga di dinikahkan, begitu pula
dengan anak laki-laki akan menjadi “Perjaka Tua” meskipun usia anak-anak mereka
masih di bawah batas usia yang di izinkan dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Agama
Ada penafsiran yang salah dalam menjalankan ajaran agama, ini terutama
terjadi pada kalangan masyarakat yang menganut fanatisme yang tinggi terhadap
ajaran agama, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah Saw yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim:
“wahai pemuda, barang siapa  yang telah mampu di antara kamu memikul
beban keluarga hendaknya kawin, sebab dengan demikian ia akan lebih
menundukkan pandangannya, dan akan menjaga kehormatan. Barang siapa
yang benar-benar belum mampu maka hendaklah dia berpuasa karena
sesungguhnya dengan berpuasa itu akan menjadi benteng dari perbuatan
zina dan tercela”.
Biasanya yang menjadi tafsir dalam hadits di atas, yaitu kata mampu dimana
masih ada di antara mereka yang mengartikan kata mampu hanya dalam segi
seksualitas semata namun sebenarnya yang dimaksud mampu dalam kejiwaan adalah
mampu dalam akal pikiran (dewasa), mampu dalam segi ekonomi, materil, dan
mampu menegakkan ajaran agama dalam kehidupan berumah tangga antara suami
isteri, anak- anak, keluarga, dan masyarakat.
3. Ekonomi
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Suatu masyarakat dapat menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia muda
dikarenakan tingkat ekonomi yang sangat lemah. Misalkan seorang anak wanita yang
berasal dari keluarga ekonomi lemah ingin cepat-cepat nikah agar dapat segerah
keluar dari penderitaannya dengan harapan suaminya dapat menaggung keluarga dari
pihak isteri. Gambaran sebagai berikut:
a. Seorang wanita di bawah umur yang nikah atau dinikahkan dengan seorang
seorang kaya yang sudah cukup umur.
b. Seorang anak wanita  di bawah umur dipaksa nikah oleh orang tuanya karena
orang tua dari anak tersebut terlibat hutang atau merasa berhutang budi .
Masyarakat yang tingkat ekonominya baik, juga dapat menjadi pendorong
pernikahan usia muda. Misalkan, keluarga kaya karena ingin cepat menggendong
cucu dapat saja memberi modal kepada anaknya dan menikahkan mereka.
Keberhasilan mencapai kehidupan materil secara layak memerlukan kesiapan
ekonomi yang memadai sebelum memasuki kehidupan pernikahan, disamping adanya
bekal pendidikan yang memadai. Sedangkan keberhasilan membina anggota keluarga
(anak-anak) agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa,
serta keberhasilan membina anak-anak menjadi Shalihdan Akram,16 tidak hanya
memerlukan suasana ketentraman dalam rumah tangga, melainkan latar belakang
pendidikan orang tua pun sangat dominam.17
16Shalih : Mampu mewarisi buku ini dalam arti luas, mengolah, menyeimbangkan, dan
melestarikan ), Akrom: Lebih bertakwa kepada Allah swt, Lihat:Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial,
(Yogyakarta: LKIS, Oktober 2003), cet.ke II, h. 371.
17Sumaya,”Peranan BP4 dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” (Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah  Jakarta ,2006), h. 48-49.
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Namun demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi
seseorang atau orang tua serta pihak-pihak yang berkepentingan demi memaksakan
keinginan untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur.
Dalam hal ini islam dengan tegas melarang memperlakukan perempuan
seperti benda yang di kendalikan oleh orang tuanya atau  keluarganya yang laki-laki.
Ia harus diminta pendapat ketika hendaek di nikahkan ketentuan ini berlaku untuk
semua perempuan baik gadis maupun janda. Hal ini dikuatkan dalam sejumlah
riwayat.18yang menunjukkan bahwa rasulullah sangat menghargai hak perempuan
untuk memilih jodoh yang disukai. Sebagai ayah, beliau selalu meminta pendapat
putrinya ketika hendak dilamar seseorang. Perempuan sahabat juga merasakan
kebebasan  pasangan. Diantaranya adalah al-Khanza’ binti Khindam kasus  al-
Khanza’ adalah dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui
Nabi. Nabi mereka keberatan mereka dan membatalkan pernikahan mereka.
Ditambah lagi dengan keterangan al-Khanza’ bahwa Nabi saat itu menanyakan status
tentang dirinya, apakah gadis atau janda.19
Dengan demikian dalam pandangan Nabi, perempuan adalah manusia yang
mempunyai hak pilih sebagai laki-laki .20 Apabila Nabi saja sebagai seorang  rasul
dan  panutan bagi umat Islam menjunjung tinggi persamaan hak dan prinsip keadilan
sesama manusia, menurut penulis sudah sepatutnya kita sebagai umatnya mencontoh
suri tauladan Rasul tersebut.
18Dalam Musnad Ahmad  ibn Hambal disebutkan: rasulullah berkata kepada putrinya “
sesungguhnya si fulan menyebut-nyebut namamu”kemudian beliau melihat reaksi mereka.Jika mereka
diam itu pertanda mereka setuju dan pernikahan biasa segera dilangsungkan. Namun  jika mereka
menutup tirai kamarnya, itu pertanda mereka tidak suka dan Rasul pun tidak memaksakan
kehendaknya.
19Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, h.170
20DEPAG,Keadilan Dan Kesetaraan Jender, h. 20-21.
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C. Kriteria Usia Dewasa Dalam Pernikahan
Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur
perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan
maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi
manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan
melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. QS. An Nuur/24:
32.
ﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﻦﯿﺤﻟﺎﺼﻟا و ﻢﻜﻨﻣ ﻰﻣﺎﯾﻷا اﻮﺤﻜﻧا وﻮﻧﻮﻜﯾ نإ ﻢﻜﺋﺂﻣإ و ﻢﻛدﻘﻓ ا ءاﺮ
ﻢﯿﻠﻋ ﻊﺳاو ﷲ و ﮫﻠﻀﻓ ﻦﻣ ﷲ ﻢﮭﻨﻐﯾ
Terjemahnya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.”
Kata (ﻦﯿﺤﻟﺎﺼﻟا) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin”
yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.21
Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda
untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.
Artinya:
“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada
kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy
dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari ’Umarah dari Abdurrahman bin
Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama ’Alqamah dan al Aswad ke (rumah)
Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami
tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para
21M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, (Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 200), Cet. IV, h. 335.
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pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka
kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara
kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka
sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR.
Bukhari).22
Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan
sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-
tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain,
sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada
wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.23
Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang
melangsungkan perkawinan.24Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering
diidentikkan dengan baligh.25
Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani
(biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air
mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum
mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya
berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya
usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan,
geografis dan sebagainya.26
22Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, Beirut : Dar al Kitab
al ‘Ilmiyyah, 1992. h. 438.
23Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah, Surabaya : Dar al ‘Abidin, tt, h. 15-16.
24Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, h. 394.
25Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III, h. 96.
26Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jilid II, Jakarta :
Departemen Agama, 1985, h. 3-4 .
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Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku
(relatif).27 Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon
mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari’ah
untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.28
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang
dianggap baligh. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :
ﻨﺳ ةﺮﺸﻋ ﺲﻤﺨﺑ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻦﺴﻟﺎﺑ غﻮﻠﺒﻟا نأ ﺔﻠﺑﺎﻨﺤﻟا و ﺔﯿﻌﻓﺎﺸﻟا لﺎﻗ وﻲﻓ ﺔ
 و مﻼﻐﻟاﺔﯾرﺎﺤﻟا
Artinya:
Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15
tahun.29
Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai
berikut :
ﺔﯾرﺎﺠﻟا ﻲﻓ ةﺮﺸﻋ ﻊﺒﺳ و مﻼﻐﻟا ﻲﻓ ةﺮﺸﻋ نﺎﻤﺛ ﺔﯿﻔﻨﺤﻟا لﺎﻗ و
Artinya:
Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak
perempuan.30
Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :
27Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, Cet. VI, 2003, h. 78.
28Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 78.
29Muhammad Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah, Beirut : Dar al 'Ilmi lil
Malayain, tt. h. 16
30Muhammad Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah, Beirut : Dar al 'Ilmi lil
Malayain, tt. h. 16
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ﺔﯾرﺎﺠﻟا ﻲﻓ ﻊﺴﺗ و مﻼﻐﻟا ﻲﻓ ةﺮﺸﻋ ﺲﻤﺧ ﺔﯿﻣﺎﻣﻹا لﺎﻗ و
Artinya:
Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak
perempuan.31
Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua
pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengatakan
bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8
tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah
memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan
meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.32
Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya
dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif)
didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman.
Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat
memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.33
Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung
tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas
tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. Perkawinan anak yang masih
kecil dalam fiqh disebut nikah ash shaghir/shaghirah atau az-zawaj al mubakkir.
31Muhammad Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah, Beirut : Dar al 'Ilmi lil
Malayain, tt. h. 16.
32Ibn Qudamah, al Mughni, Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, Juz VII, tt, h. 383-384.
33Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan
Hukum Positif di Indonesia), Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007 h. 3.
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Shaghir/shaghirah secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan
shaghir/shaghirah adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.34
Seorang ayah bisa mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan
perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada hak khiyar bagi anak
perempuan itu jika dia telah baligh. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak
laki-lakinya yang masih kecil.35
Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat
disenggamai oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa untuk
melakukan hubungan layaknya suami isteri.
Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang
masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu
Bakar ra. mengawinkan Siti ‘Aisyah ra. dengan Rasulullah SAW.
لﺎﻗ ﺐﯾﺮﻛ ﻮﺑا و ﺮﻜﺑ ﻮﺑا و ﻢﯿھاﺮﺑا و ﻖﺤﺳا و ﻰﯿﺤﯾ ﻦﺑ ﻰﯿﺤﯾ ﺎﻨﺛﺪﺣﯿﺤﯾ ﻰ
ﻷا ﻦﻋ ﺶﻤﻋﻷا ﻦﻋ ﺔﯾوﺎﻌﻣ ﻮﺑا ﺎﻨﺛﺪﺣ ناﺮﺧﻵا لﺎﻗ و ﺎﻧﺮﺒﺧأ ﻖﺤﺳا ودﻮﺳ
 ﺖﻨﺑ ﻲھ و ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺎﮭﺟوﺰﺗ ﺖﻟﺎﻗ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋﺳ و ﺖ
ﻰﻨﺑﻠﺴﻣ هاور) ةﺮﺸﻋ نﺎﻤﺛ ﺖﻨﺑ ﻲھ و ﺎﮭﻨﻋ تﺎﻣ و ﻊﺴﺗ ﺖﻨﺑ ﻲھ و ﺎﮭﺑ(ﻢ
Artinya:
“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar
bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata :
Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan
kepadaku Abu Mu’awiyah dari al A’masyi dari al Aswad dari ‘Aisyah ra.
berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup
34Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender),
Yogyakarta : LKiS, 2007, h. 90.
35Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al Muhalla, Jilid VI, Beirut : Dar al
Fikr, Juz IX, tt, hlm. 458 dan 462. Lihat juga Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, Hukum-Hukum
Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab), Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. IV, h. 232.
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bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (HR.
Muslim)36
Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu
masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian
persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan
‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal
itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW sendiri
sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak
boleh diikuti oleh umatnya.37
Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan Rasulullah SAW dengan
‘Aisyah lebih bermotif dakwah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra.
memasuki rumah tangga Rasulullah SAW. Walaupun demikian, hak ijbar ayah atau
kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak sendiri. Ulama’
Syafi’iyyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah
umur disyaratkan adanya kemashlahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk
anak perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain:
1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya
yaitu ayahnya atau kakeknya.
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dan calon suaminya.
3. Calon suami harus kufu (sesuai/setara).
4. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.
36Husain Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Juz I, Bandung : Dahlan, tt, h. 595.
37Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta : Hidakarya Agung 1985), h. 69.
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Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan
mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak
perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan. Mereka hanya boleh
dikawinkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang
berkepentingan secara eksplisi
Firman Allah SWT, QS. An-Nisa/4: 6.
ﺎﻓ اﺪﺷر ﻢﮭﻨﻣ ﻢﺘﺴﻧأ نﺈﻓ حﺎﻜﻨﻟا اﻮﻐﻠﺑ اذإ ﻰﺘﺣ ﻰﻣﺎﺘﯿﻟا اﻮﻠﺘﺑا وﻮﻌﻓدﮭﯿﻟإ ا ﻢ
 ﻢﮭﻟاﻮﻣأ
Terjemahnya:
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap
belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga
belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi
kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri
terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.
Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena
ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya
kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya
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sampai ia baligh.38 Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan
janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dikawinkan.
ا ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﺪﻌﺳ ﻦﺑ دﺎﯾز ﻦﻋ نﺎﯿﻔﺳ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﺪﯿﻌﺳ ﻦﺑ ﺔﺒﯿﺘﻗ ﺎﻨﺛﺪﺣا ﻦﺑ ﻞﻀﻔﻟ
ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا نا ﺎﻤﮭﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﺟ ﻦﺑ ﻊﻓﺎﻧ ﻊﻤﺳﻠﻋ ﮫﯿ
ﺒﻟا و ﺎﮭﯿﻟو ﻦﻣ ﺎﮭﺴﻔﻨﺑ ﻖﺣأ ﺐﯿﺜﻟا لﺎﻗ ﻢﻠﺳ وﺳ ﺎﮭﻧذإ و ﺮﻣﺄﺘﺴﺗ ﺮﻜﮭﺗﻮﻜ ﺎ
(ﻢﻠﺴﻣ هاور)
Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id : Telah menceritakan
kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’ad dari Abdillah ibn Al Fadhli : Telah
mendengar Nafi’ bin Jabir dengan khabar dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwasanya
Nabi SAW telah bersabda : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada
walinya dan perawan harus dengan izinnya dan izinnya ialah diamnya” (HR.
Muslim)39
Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia
minimal perkawinan.40 Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh
lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.
Undang-Undang  Perkawinan Islam di Dunia Islam memang berbeda-beda
dalam menentukan batas minimal usia nikah sebagaimana dapat dilihat dalam table
berikut :41
38Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al Muhalla, Jilid VI, Beirut : Dar al
Fikr, Juz IX, tt. Lihat Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, Fath al Mu’in, Surabaya : Dar al ‘Abidin, tt.
h. 103.
39Husain Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Juz I, Bandung : Dahlan, tt, h. 597.
40 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2004, h.184.
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa usia nikah yang dianut
Dalam dunia Islam dan Negara-Negara berpenduduk muslim rata-rata antara 15-21
tahun. Kecuali irak dan Somalia yang tidak membeda-bedakan usia nikah antara pria
dan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun. Umumnya Negara Islam  membedakan antara
41Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : Rajawali Press,
2004, hlm. 184 sebagaimana dikutip dari Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries :
History, Text And Comparative Analysis (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987), h. 270.
No Negara Batasan Umur
Laki-laki Perempuan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Aljazair
Bangladesh
Mesir
Indonesia
Iraq
Yordania
Lebanon
Libya
Malaysia
Maroko
Yaman Utara
Pakistan
Somalia
Yaman Selatan
Syria
Tunisia
Turki
21
21
18
19
18
16
18
18
18
18
15
18
18
18
18
19
17
18
18
16
16
18
15
17
16
16
15
15
16
18
16
17
17
15
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usia nikah antara calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria, rata-rata usia nikah
adalah 16-21 tahun, sementara usia nikah bagi perempuan rata-rata berkisar antara
15-18 tahun. Jadi, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1-6 tahun
lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah ini terjadi, disebabkan Al-Qur’an
maupun Al-Hadis tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Namun sungguhpun
baik Al-Qur’an maupun Al-Hadis secara emplisit tampak mengakui pernikahan
sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.42
Meskipun masing-masing Negara memiliki standar umur perkawinan yang
berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan.
Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya
rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.
Majelis Ulama’ Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan
adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada’ dan ahliyyatul
wujub).43
Ahliyyatul Ada’ adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah
dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik
perbuatan yang bersifat positif maupun negatif.
Ahliyyatul Wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak
yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.
42 Abdul Aziz Dahlan (ed.) et.al., Ensiklopedi Hukum Islam Juz II h.185
43Majelis Ulama Indonesia, Ijma’ Ulama (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se
Indonesia III Tahun 2009), Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009, h. 78
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BAB IV
ANALISIS TERHADAP IMLIKASI PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
KESEHATAN REPRODUKSI WANITA MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM
A. Analisis Terhadap Efektifitas Usia dan Faktor Terjadinya Pernikahan di Usia
Dini
Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjalin pada usia dibawah umur
yang dimana belum memasuki usia ideal sebagaimana dijelaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan
batas usia nikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas
tahun bagi perempuan. Dalam hal ini  menjadi sebuah pilihan dari sebagian pihak,
yang merupakan pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, yakni pilihan untuk
segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk
membina rumah tangga.
Tidak berhenti disitu, efektivitas ketentuan batas umur adalah tanggung
jawab aparat, seperti Kepala Desa, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta Pengadilan
Agama Perkawinan dewasa ini berkenaan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berstatus sebagai hukum
Negara dalam kaitannya terhadap hukum agama mengenai ketentuan-ketentuan
sahnya perkawinan. Hal itu dapat menimbulkan kontroversi, bagaimana hubungan
antara hukum agama dengan hukum Negara. Khususnya apabila terjadi benturan
hukum seperti halnya syarat-syarat pelaksanaan pernikahan dini berdasarkan
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ketentuan Undang-Undang Perkawinan pelaksanaannya harus disertai dispensasi
pengadilan agama sedangkan menurut Hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai
batas umur untuk melangsungkan pernikahan.1
Berdasarkan akidah Hukum Islam apabila hukum Negara bertentangan
dengan hukum agama maka yang berlaku adalah hukum agama. Dengan demikian,
ketentuan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan maka
materi hukumnnya lemah.2
Selanjutnya sebagai contoh kasus adalah pernikahan Syeh Pudjiono (48)
tahun dengan isterinya Lutfianah Ulfa (12) tahun yang menghebohkan itu dimana
Syeh Pudjiono oleh pihak kepolisisan dijadikan tersangka dalam kasus pidana,
disangka melanggar Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 293 KUHP.3
Memang menjadi masalah pernikahan dini apabila di bawa ke dalam ranah
Hukum Adat, Bangsa Indonesia dahulu kala mengenal pernikahan dini antara lain,
kawin gantung, dalam Hukum Adat Bugis dikenal istilah kawin soro’ artinya ijab
kabul sudah dilaksanakan pada umur sekitar 12-13 tahun. Bahkan ada yang di
nikahkan dalam umur ± 9 tahun, dengan syarat nanti setelah si wanita sudah haid atau
menstruasi sekitar ±13 tahun baru boleh dikumpuli oleh suaminya atau pada umur ±
1Radhawai Said Athar, Keluarga Islam, Bandung: Risalah, 1985, hlm.43.
2Wiyono, Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia,
1978,hlm.70.
3Keterangan Pers Kapolda Jawa Tengah pada Tanggal 18 Juni 2009 Melalui RCTI, Nuansa
Pagi.
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15 tahun sesuai umur dewasa dalam Hukum Adat (Yurisprudensi Mahkamah
Agung).4
Adapun penulis akan jabarkan beberapa faktor yang mendorong tingginya
pernikahan usia dini dan beberapa dampak dari pernikahan usia dini baik dengan
penjelasan secara singkat maupun secara detail dari beberapa reperensi.
Alasan sehingga terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:
1. Adat kebiasaan meneruskan kebiasaan leluhur para pendahulu.
2. Banyak isteri muda adalah simbol kemakmuran kaum pria
3. Menghindari rasa malu karena takut anaknya menjadi perawan tua.
4. Para orang tua ingin cepat melepaskan tanggung jawab.
5. Menjadi kebanggan orang tua.
6. Akibat pergaulan bebas, sehingga hamil sebelum menikah.
Namun demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi
seseorang atau orang tua serta pihak-pihak yang berkepentingan demi memaksakan
keinginan untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur.
Adapun dampak pernikahan dini yaitu:
1. Anak tersebut terpaksa putus sekolah, Undang-Undang Diknas menyatakan
anak yang sudah menikah tidak boleh ikut bersekolah (SD, SMP, dan SMA).
2. Anak kehilangan kehidupan yang ceria masa kecilnya.
3. Menghambat perkembangan kejiwaan/kepribadian anak.
4M.A. Himpunan Putusan dari Tahun 1972 sampai Tahun 1992, Penerbit Mahkama Agung,
Tahun 1992.
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4. Anak tersebut dipaksa untuk menjadi cepat dewasa.
5. Kurang matang dalam berpikir untuk mengambil keputusan/kebijakan.
6. Dalam mengurus rumah tangga sebagai suami dan isteri, kurang pas dan
cenderung kurang bertanggun jawab.
7. Sering terjadi pertengkaran antara suami isteri tersebut.
8. Tingkat perceraian tinggi.
Masa remaja (10-19 tahun) merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak
ke masa dewasa dimana terjadi perubahan fisik, mental dan psikososial yang cepat
dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya. Di Indonesia, Undang-
Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7
menetapkan bahwa :” Perkawinan diizinkan bila pria berusia 19 tahun dan wanita
berusia 16 tahun “. Gerakan Pendewasaan Usia Perkwinan (PUP) untuk
meningkatkan rata-rata usia kawin pertama (UKP) wanita secara ideal, perempuan
20 tahun dan laki-laki 25 tahun.
Beberapa faktor yang mendorong tingginya pernikahan dini:
1. Faktor sosial budaya
Di suatu desa di pantai utara Pulau Jawa, biasa menikah pada usia muda,
biarpun bercerai tak lama kemudian. Di daerah tersebut perempuan yang berumur 17
tahun apabila belum menikah maka dianggap perawan tua yang tidak laku.
Di kabupaten Bantul masih ada anggapan perempuan tak laku karena tak
kunjung menikah di usia 20-an tahun. Seperti Dlingo ataupun Imogori. Angka
pernikahan di bawah umur di Bantul mencapai lima persen, atau sekitar 334 pasang
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pada tahun 2004. Banyaknya pernikahan di usia muda itu sangat berpengaruh pada
kesehatan reproduksi, jumlah kematian ibu melahirkan, tingkat kesejahteraan
ekonomi keluarga, hingga masalah terhambatnya program wajib belajar (wajar) 12
tahun di Bantul.
2. Ekonomi
Persoalan ekonomi keluarga, orang tua menganggap jika anak gadisnya telah
ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia di harapkan akan mandiri
tidak lagi bergantung pada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi.
Sekalipun, uisa anakperempuan belum mencapai usia kematangan. Sayangnya, para
gadis juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tak jauh berbeda, sehingga malah
menimbulkan kemiskinan baru.
3. Lingkungan, dan pergaulan.
Tidak bisa dipungkiri, masih ada pula pernikahan usia muda yang terjadi
karena hamil di masa pacaran.
4. Pendidikan.
Remaja khususnya wanita mempunyai kesempatan yang kecil untuk
mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang pada akhirnya mempengaruhi
kemampuan pengambilan keputusan dari pemberdayaan mereka untuk menunda
pernikahan.
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Dampak pernikahan dini:
1. Risiko Sosial Pernikahan Dini.
Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan
pergaulan dengan teman-teman sebaya. Pernikahan dini secara sosial akan menjadi
bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat. Kesempatan untuk bergaul
dengan teman-teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat
membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Mereka memasuki lingkungan
orang dewasa dan keluarga yang baru, dan terasa asing mereka. Bila mereka kurang
dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan
keluarga dan masyarakat.
Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga
kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk hidup di masa
depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orang tua,
sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri. Bila pasangn ini berusaha untuk
bekerja pendapatn yang diperolehnya tergolong rendah, bahkan tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keadaan seperti ini akan membuat pasangan
rentan terhadap pengaruh kurang baik dari lingkungan sekitarnya. Mereka mudah
terjerumus untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang tercela seperti menjadi
pecandu Napza (Narkotika dan zat aditif lainnya), perjudian, perkelahian,
penodongan, dan perbuatan jahat lainnya.
Pernikahan dini memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan
dalam masyarakat secara keseluruhan. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak
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siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu mendidik anaknya,
sehingga anak akan bertumbuh dan berkembang secara kurang baik, yang dapat
merugikan masa depan anak tersebut.
2. Resiko Kejiwaan Pernikahan Dini.
Pernikahan pada umumnya merupakan masa peralihan dalam kehidupan
seseorang dan oleh karenanya mengandung stress. Untuk itu menghadapi pernikahan
diperlukan kesiapan mental dari suami maupun isteri, yaitu bahwa dia mulai beralih
dari masa hidup sendiri kemasa hidup bersama dan berkeluarga. Kesiapan dan
kematangan mental ini biasanya belum dicapai pada umur di bawah 20 tahun.
Pengalaman hidup mereka yang berumur di bawah 20 tahun biasanya belum
mantap. Apabila wanita pada masa pernikahan usia muda menjadi hamil dan secara
mentap belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak
dikehendaki ini berakibat jauh dari perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan.
Bila anak lahir, ibu biasanya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang malahan
anak dianggap sebagai beban.
Dari salah satu penelitian diluar negeri ternyata bahwa 85% dari ibu muda
yang hamil untuk pertama kali, mengalami kekecewaaan dan kecemasan setelah
mengetahui mereka hamil. Hasil dari salah satu penelitian lain menunjukkan 47%
dari ibu hamil sebenarnya belum menginginkan untuk mempunyai anak.
Sebagai akibat kurangnya kematangan kejiwaan dan emosi remaja, maka
pernikahan dini akan menimbulkan perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul
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rasa curiga dan pertengkaran suami isteri sering terjadi ketika masa bulan madu sudah
berakhir.
Masa tersebut akan bertambah apabila pasangan tersebut terpaksa tinggal di
tempat orang tua dan belum memiliki pekerjaan/penghasilan memadai. Tidak jarang
pasangan ini mengalami ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga, sehingga
pernikahan tidak bahagia, bahkan akan dapat berakhir dengan perceraian. Dalam hal
ini maka remaja wanita lebih menderita dari pada pria.
3. Risiko Kesehatan Pernikahan Dini
Risiko pernikahan terutama terjadi pada pasangan wanita pada saat
mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negative
terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya ia belum siap mental untuk
hamil, namun karena keadaan ia terpaksa menerima kemahilan dengan resiko :
Berikut beberapa risiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami oleh
remaja (usia kurang dari 20 tahun)
1) Kurang darah (anemia) ada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi
janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terlambat, kelahiran
premature .
2) Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan
biologis dan kecerdasan janin terlambat. Bayi lahir dengan berat badan
rendah.
3) Penyulit pada saat melahirkan seperti pendarahan dan persalinan lama.
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4) Preeklampsi dan Ekslamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun
bayinya.
5) Ketidakseimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan
menyebabkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi caesar
maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun janinnya.
6) Pasangan yang kurang kuat untuk menerima kehamilan cenderung untuk
mencoba melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat
kematian bagi wanita.
7) Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai risiko kira-kira
dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibanding dengan wanita
yang menikah pada umur yang lebih tua.5
Bahwa dalam kesetaraan gender, wanita seringkali menjadi objek penderita
oleh para kaum pria. Ada kesan bahwa pria lebih unggul ketimbang wanita. Dalam
hal ini wanita tidak banyak pilihan, apalagi orang tua si gadis memangdang anak
gadisnya sebagai anak yang segala urusan masih orang tua yang menentukan dan
bertanggun jawab. Namun jika melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat
banyaknya pernikahan usia dini terjadi di bawah usia 21 tahun yang jelas kita ketahui
pernikahan yang terjadi terlalu dini akan mendatangkan banyak dampak buruk, dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  Pasal 7
“Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan
5Eva Ella Sibagariang,dkk, Kesehatan Reproduksi Wanita (Jakarta: Trans Info Media, 2010),
h. 199-203
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belas) tahun sedangkan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas ) tahun.
Di Negara kita sudah ada ketentuan jelas usia diperbolehkannya menikah sesuai
Undang-Undang diatas, namun kebanyakan orang tua ingin menikahkan anaknya
belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang itupun harus
mendapat persetujuan oleh pihak pengadilan yaitu pengajuan dispensasi nikah “
rahim baru bisa dibuahi ketika umur sudah mencapai 16 tahun). Namun menurut saya
sebagai penulis,  Undang-Undang Perkawinan yang dipakai di Negara kita belum bisa
mewakili permasalahan masyarakat karena usia menikah yang ditetapkan yaitu 16
tahun bagi wanita masih sangat rentang rahim untuk dibuahi dan akan mengakibatkan
kejiwaannya terganggu. Masih perlu adanya perombakan Undang-Undang baru
minimal usia ideal pernikahan 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.
Dengan adanya faktor dan dampak dari pernikahan dini, dimana terlebih dulu
masalah faktor yang mendorong banyaknya pernikahan dini kebanyakan terjadi
karena faktor, (1)adat: meneruskan kebiasaan leluhur para pendahulu, (2)agama:
adanya penafsiran yang salah dalam ajaran agama semisalnya dalam suatu hadis
terdapat suatu kesalahan tafsiran mengenai kata “mampu” yang manah mereka
menafsirkan mampu dalam segi seksual saja padahal mampu dalam segalahnya,
mampu dari segi akal pikiran (dewasa), (3)ekonomi; akibat terdesak masalah
ekonomi terpaksa menikahkan anaknya dengan seorang juragan kaya raya, akibat
pergaulan bebas dan harus menikahkan anak karena malu. Namun dengan adanya
faktor diatas tidak seharusnya orang tua menikahkan anaknya terlalu dini
sebagaimana kita ketahui pernikahan terwujud harus dengan bibit yang baik harus
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disertai ilmu dan kehidupan mapan agar menhasilkan keturunan yang baik namun
kenyataannya dengan banyaknya kasus pernikahan dini maka akan lahir generasi
yang kurang baik yang lahir dari orang tua yang tadinya kurang pengetahuan karena
harus berhenti dari pendidikan dan tidak ada pekerjaan tetap yang bisa mengantarkan
anak-anak mereka ke jenjang lebih baik.
Sedangkan kita melirik kembali pada dampak dari pernikahan dini; (1) anak
harus putus dari sekolah, dan anak kurang merasakan kebahagian masa kecilnya, di
usianya masih terlalu dini dan belum siap untuk menopan rumah tangga dan siap
menjadi ibu dan menanggun beban, dimana kondisi psikis dan kejiwaan terganggu
dan macam penyakit akan rentan terkena seperti kanker serviks dan akan berdampak
pada anaknya; (2) anak lahir secara tidak normal (premature) dan berat badan tidak
normal, rentan terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tingkat perceraian
semakin meningkat.
Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan
di usia muda itu sangat berpengaruh pada beberapa dampak mulai dari kesehatan
reproduksi, jumlah kematian ibu melahirkan, tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga,
hingga masalah terhambatnya program wajib belajar (wajar) 12 tahun, sebaiknya
menhindari pernikahan dini dikerenakan banyaknya efek negative yang muncul, dan
disini usia kedewasaan tidak dilihat dari akil-balighnya seorang remaja, wanita
ditandai dengan menstruasi dan pria dengan adanya mimpi basa. Generasi muda yang
lahir sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan atau kematangan seksual
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namun belum memiliki kedewasaan berpikir. Usia yang matang untuk menikah
sebaiknya usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.
B. Analisis Undang-Undang Kesehatan terhadap Pernikahan Dini Kaitannya
dengan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim)
Bagian dari kehidupan ini adalah diciptakan manusia, baik laki-laki dan
perempuan. Salah satu fitrah (dalam agama islam) perempuan adalah mengandung
dan melahirkan serta menyusui. Inilah perbedaan utama dengan kaum laki-laki.
Sebagai perempuan cerdas dan peduli kesehatan, wajar kiranya jika kita aktif
untuk mengetahui tentang  bagaimana merencanakan anak dan mempersiapkan
kehamilan yang sehat. Tentunya juga berawal dari keluarga (suami isteri yang sehat
walafiat) dan yang telah sah secara hukum dan agama sehingga semua itu dapat
dijalankan secara baik dan sehat.
Saat pasangan menikah, kapan yang terbayang dibenak adalah kapan waktu
yang cocok untuk hamil? Kehamilan tentunya harus disiapkan dengan matang,
terutama persiapan fisik calon ibu, belum lagi pengetahuan tentang nutrisi saat hamil,
dan juga kesiapan mental sang ibu. Waktu Sembilan bulan bukan waktu yang pendek.
Memutuskan untuk memiliki anak perempuan keputusan penting, orang tua
yang sehat besar kemungkinan akan menhasilakn anak yang sehat juga. Oleh karena
itu semakin sehat ibu sebelum pembuahan dan selama kehamilan, akan semakin lebih
baik bagi ibu dan suami. Kehamilan dan melahirkan saat itu jauh  lebih aman dari
masa-masa yang sebelumnya, kondisi kesehatan yang baik memudahkan ibu
mengatasi masa kehamilan dan saat melahirkan, serta kebutuhan-kebutuhan bayi.
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Pernikahan yang sehat adalah pasangan yang telah dikukuhkan dalam suatu
pernikahan yang sakral dan suci di depan altar atau pengadilan agama dan disahkan
dalam bentuk surat pernikahan.
Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan setelah menikah sebaiknya
lakukan premarital check up. Pasalnya seringkali pengatin baru terkena dengan
penyakit menular seksual yang tidak bergejala. Seseorang yang sepintas sehat bisa
saja membawa bibit penyakit genetis yang diturunkan dari orang tuanya. Bila ia
menikah dengan penderita atau pembawa penyakit yang sama, besar kemungkinan
pasangan ini melahirkan anak-anak yang berpenyakit yang sama dengan orang
tuanya. Diabetes dan thalasemia adalah contoh penyakit genetis yang berbahaya.
Jenis pemeriksaan pranikah bermacam-macam dan lebih lengkap di
bandingkan medical chek up biasa. Namun sebelum menjalani tes ini sebaiknya anda
berkonsultasi dengan dokter ahli karena mungkin tidak semua jenis tes perlu untuk
anda.6
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tashun 2009, Tentang
Kesehatan Reproduksi Pasal 71
1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan
sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang
berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki
2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
6Eva Ella Sibagariang,dkk, Kesehatan Reproduksi Wanita (Jakarta: Trans Info Media, 2010),
h. 1-2.
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a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
b. Pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan seksual;dan
c. Kesehataan sistem reproduksi.
3) kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui kegiatan promotif,  preventif, kuratif, rehabilitatif.7
Kesehatan reproduksi yang disingkat dengan kespro, berasal dari dua kata,
Kesehatan atau “sehat” yaitu kondisi nyaman atau fit, baik fisik, mental, sosial, dan
Reproduksi yaitu kemampuan seseorang untuk “membuat kembali”. Jadi kesehatan
reproduksi merupakan kemampuan seseorang mendapat keturunan atau suatu proses
melanjutkan keturunan pada manusia demi kelestarian hidup manusia.
Pengertian kesehatan reproduksi (kespro) tersebut senada dengan defenisi
WHO (1992) merumuskan  bahwa “kesehatan reproduksi adalah keadaan
kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh bukan bebas dari penyakit atau
kecacatan. Kesehatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem
reproduksi, fungsi serta proses-prosesnya,”. Sedangkan proses yang dimaksud adalah
hak untuk mendapatkan informasi dan akses  metode-metode Keluarga Berencana
yang aman, efektif,  terjangkau, dan dapat diterimah bagi perempuan maupun laki-
laki, dan informasi mengenai metode-metode pengaturan kelahiran dan yang menjadi
pilihan mereka, serta hak-hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang
memungkinkan perempuan menjalani kehamilan dan persalinan dengan selamat. Dan
7Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa,(Bandung : Fokus Media,September
2014),h.27-28
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oleh karena itu kesehatan reproduksi (kespro) ini tidak hanya terkait pada organ
reproduksi lelaki dan perempuan saja melainkan Kesehatan reproduksi meliputi alat
reproduksi, kehamilan, persalinan, pencegahan kanker leher rahim, metode
kontrasepsi dan KB, seksual dan gender, perilaku sosial yang sehat dan tidak
beresiko, pemeriksa payudara dan panggul, impoten, HIV AIDS, infertilitas, kespro
remaja laki-laki dan perempuan, perempuan usia lanjut, infeksi saluran reproduksi,
safe motherhood, kesehatan ibu dan anak, aborsi, serta infeksi menular seksual.
Oleh sebab itu, kespro ini sangat penting diperhatikan karena persoalan
kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa
mendatang. Jika kesehatan reproduksi terganggu maka dalam jangka panjangnnya
akan mengganggu kualitas hidup manusia secara keseluruhan.8
Adapun menurut Iskandar MB kesehatan reproduksi adalah:
Kondisi yang mencakup dimana wanita dan pria dapat melakukan hubungan
secara aman , dengan atau tanpa tujuan terjadinya kehamilan, dan bila
kehamilan diinginkan, wanita dimungkinkan menjalani kehamilan dengan
aman, melahirkan anak yang sehat serta dalam kondisi siap melahirkan anak
yang diinginkan.9
Dengan demikian kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa setiap orang dapat
menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan, dan mereka memiliki
kemampuan untuk bereproduksi serta memiliki kebebasan untuk menetapkan kapan
dan sering mereka ingin bereproduksi .
8Sururin dkk, Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, (Jakarta: PT. Fatayat
NU, September 2007), h. 16
9Een Sukaedah, “ Faktor- faktor yang berhubungan dengan sikap terhadap kesehatan
Reproduksi Remaja, “ Studi Kasus pada siswa Kls.2 SMU Negri Kota Tangerang, H. 11
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Program kesehatan reproduksi (kespro) di Indonesia bertujuan meningkatkan
kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatur fungsi dan peran reproduksi,
termasuk kehidupan seksual, meningkatkan hak dan tanggun jawab sosial perempuan
dalam menentukan kehamilan, jumlah anak, dan jarak antara kehamilan dan
meningkatkan peran sosial laki-laki terhadap akibat dari perilaku sosial dan
fertilisasinya kepada kesejahteraan isteri dan anak-anaknya.
Program  KESPRO (kesehatan reproduksi) di Indonesia telah berjalan, di
berbagai daerah seperti di Desa Saponda, Kendari (Sulawesi Tenggara) disana telah
di berlangsungkan program KESPRO yang mengajak para ibu-ibu dan para remaja
maupun seorang bapak-bapak untuk memberi arahan tentang pentingnya Kesehatan
Reproduksi dalam kehidupan kita di jaga agar  terhindar dari penyakit, dan dampak
buruk lainnya, di Desa sadompu memang tercatat banyak pernikahan dini yang
terjadi, namun mengingat kejadian di Desa Sadompu ada anak dari warga disana
hamil di luar nikah dikarenakan kenakalan remaja sehingga di nikahkan dan pada
waktu melahirkan susah untuk melahirkan dikarenakan alat reproduksinya belum kuat
untuk melahirkan anaknya, hampir saja saat itu nyawa sang ibu dan sang bayi tidak
terselamatkan. Maka disini warga Desa Sadompu bersemangat mengikuti Program
KESPRO.
Disinilah perang penting terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 71 dimana Undang-Undang ini mengajak
para masyarakat untuk sadar mengenai betapa pentingnya Kesehatan Reproduksi
karena itu adalah hal yang paling utama dan sangat penting diperhatikan karena
berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa yang akan mendatang. Jika
kesehatan reproduksi terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu
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kualitas manusia secara menyeluruh. Maka dapat diambil kesimpulan kesehatan
reproduksi sangat penting bagi kesehatan terkait dengan pernikahan, olehnya itulah
UU perkawinan menuntun kita kedalam aturan pernikahan yang positif yang dimana
usia pernikahan yang mutlak diberlakukan menurut UU perkawinan ialan disaat
wanita berusia 16 tahun sementara laki-laki 19 tahun.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, Tentang
Kesehatan Remaja pada pasal 136 menjelaskan:
1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan
menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana di maksud pada ayat (1)
termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai
gangguan kesehatan yang dapat menhambat kemampuan menjalani kehidupan
reproduksi secara sehat.
3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana di maksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
Negara memiliki kewajiban memenuhi dan melindungi Remaja dari penyakit
dan risiko seksual dan reproduksi, termasuk di dalamnya HIV&AIDS. Dimana disini
pemerintah berperan penting dalam memberikan pelayanan informasi dan pelayanan
kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggun jawab, telah berjalan
beberapa program di berbagai daerah yaitu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja agar
mereka tidak awam lagi masalah kesehatan reproduksi, dan para remaja atau para
penerus bangsa kita gara tetap terjaga kesehatannya terhindar dari macam-macam
penyakit yang bisa merenggut nyawa sekalipun maka daripada itu Kementerian
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Kesehatan membuat program Pelayananan Kesehatan Peduli Remaja, disingkat
PKPR.
PKPR singkatan dari Pelayananan Kesehatan Peduli Remaja. PKPR adalah
program pemerintah yang diampu Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota,
dikoordinas Dinkes tingkat Provinsi, untuk melayani kesehatan remaja. Program ini
secara resmi telah berjalan sejak Tahun 2003. Di tingkat lapangan, PKPR dijalankan
oleh Puskesmas.10
Menurut penulis dengan adanya Undang-Undang Kesehatan,Undang-Undang
Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Remaja pada pasal 136,
memberikan tuntunan kepada kita terutama bagi para remaja khususnya yang
senantiasa mengajak agar tidak terjerumus kedalam hal-hal berdampak buruk pada
diri kita masing-masing, dan dengan adanya peraturan perundang-undangan ini dan
serta turun tangan pemerintah dalam membentuk segalah kegiatan yang meberikan
pelayanan tentang kesehatan remaja. Agar para penerus kita tetap terjaga dan hidup
sehat.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, tentang
Kesehatan pada pasal 48 Tentang Upaya Kesehatan.
1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dilaksanaakan melalui kegiatan:
a. Pelayanan kesehatan.
b. Pelayanan kesehatan tradisional;
c. Peningkatan kesehatan dan pencegahaan penyakit;
d. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
10 http://pkbi-diy.info/?p=3316
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e. Kesehatan reproduksi
f. Keluarga berencana;
g. Kesehatan sekolah;
h. Kesehtan olahraga;
i. Pelayanan kesehatan pada bencana;
j. Pelayanan darah;
k. Kesehatan gigi dan mulut;
l. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
m. Kesehatan matra;
n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
o. Pengamanan makanan dan minuman;
p. Pengamanan zat aditif;dan/atau
q. Bedah mayat.
2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung oleh sumber daya kesehatan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan
bahwa Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat. Pengembangan upaya kesehatan, yang mencakup
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan diselenggarakan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat (client oriented), dan dilaksanakan secara menyeluruh,
terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu.
79
Penyelenggaraan upaya kesehatan diutamakan pada upaya pencegahan dan
peningkatan kesehatan, tanpa mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan
kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan prinsip kemitraan
antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Menghadapi tantangan dan tuntutan
pembangunan kesehatan, perlu dilakukan reorientasi upaya kesehatan, yaitu
berorientasi pada desentralisasi, globalisasi, perubahan epidemiologi, dan
menghadapi keadaan bencana.11
Menurut penulis dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No.36
Tahun 2009, tentang Kesehatan pasal 48 tentang Upaya Kesehatan ini adalah salah
satu dari dari upaya pemerintah. Dimana Setiap orang mempunyai hak dalam
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu
setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Berdasarkan analisis beberapa Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan
dengan Kesehatan Reproduksi yaitu dalam Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun
2009, pasal 71 Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 136 Tentang Kesehatan Remaja,
dan Pasal 48 Tentang Upaya Kesehatan, dengan adanya peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Kesehatan No.36 Tahun 2009 telah memperjelas bahwasannya
memperhatikan kesehatan remaja dengan memberikan informasi tentang kesehatan
yang berkaitan dengan kesehtan reproduksi dengan berjalannya beberapa program
pelayanan kesehatan reproduksi yang mampu mengurangi angka kematian Ibu dan
Anak akibat pernikahan dini yang menimbulkan bebarapa dampak baik dari segi
kesehatan seperti munculnya beberapa penyakit reproduksi, dan mempersulit dalam
11 http://dinkes.indramayukab.go.id/artikel/10-upaya-kesehatan.html
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persalinan, dari segi psikis kejiwaan yang belum stabil dan tidak bisa mengontrol
emosi sampai terjadi perkelahian dengan pasangan hingga akhirnya harus berakhir di
pengadilan.
C. Analisis Pernikahan Dini Dalam Persfektif Hukum Islam
Dalam hal ini islam dengan tegas melarang memperlakukan perempuan
seperti benda yang di kendalikan oleh orang tuanya atau  keleuarganya yang laki-
laki. Ia harus diminta pendapat ketika hendak di nikahkan ketentuan ini berlaku
untuk semua perempuan baik gadis maupun janda. Hal ini dikuatkan dalam sejumlah
riwayat.12 Yang menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghargai hak perempuan
untuk memilih jodoh yang disukai. Sebagai ayah, beliau selalu meminta pendapat
putrinya ketika hendak dilamar seseorang. Perempuan sahabat juga merasakan
kebebasan  pasangan. Diantaranya adalah al-Khanza’ binti Khindam kasus  al-
Khanza’ adalah dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui
Nabi. Nabi mereka keberatan mereka dan membatalkan pernikahan mereka.
Ditambah lagi dengan keterangan al-Khanza’ bahwa Nabi saat itu menanyakan
status tentang dirinya, apakah gadis atau janda.13
Dengan demikian dalam pandangan Nabi, perempuan adalah manusia yang
mempunyai hak pilih terhadap laki-laki.14 Apabila Nabi saja sebagai seorang  rasul
dan  panutan bagi umat Islam menjunjung tinggi persamaan hak dan prinsip keadilan
12Dalam Musnad Ahmad  ibn Hambal disebutkan: rasulullah berkata kepada putrinya “
sesungguhnya si fulan menyebut-nyebut namamu”kemudian beliau melihat reaksi mereka.Jika mereka
diam itu pertanda mereka setuju dan pernikahan biasa segera dilangsungkan. Namun  jika mereka
menutup tirai kamarnya, itu pertanda mereka tidak suka dan Rasul pun tidak memaksakan
kehendaknya.
13Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, h.170.
14DEPAG,Keadilan Dan Kesetaraan Jender, h. 20-21.
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sesama manusia, menurut penulis sudah sepatutnya kita sebagai umatnya mencontoh
suri tauladan Rasul tersebut.
Pernikahan adalah fase yang sangat menentukan dalam membentuk
masyarakat kecil dan membangun generasi muda yang baik dan maju . dalam hal
pernikahan menggariskan dua hal: (1); pernikahan sebagai libido seks laki-laki dan
perempuan dengan cara yang halal sesuai ajaran agama. (2);pernikahan bermakna
ibadah. Kedua hal ini menjadi bagian dari siklus kehidupan yang telah diatur dalam
Al-Qur’an dan Al-Sunnah.15
Oleh karena itu pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah
satu cara berproduksi secara sehat, karena pada dasarnya pernikahan yang di anjurkan
oleh islam merupakan wahana  mewujudkan cinta kasih antara laki-laki dan
perempuan.16Melalui pernikahan pasangan  suami isteri akan meletakkan pondasi
Baru dalam  mewujudkan keluarga yang tenang dan damai (sakinah) dan  penuh
kasih sayang (mawaddah).17
Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diharapkan yaitu sakinah
dan mawaddah, maka yang terpenting disini yaitu kematangan  jiwa calon pasangan
suami isteri sangat diperlukan. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur
pernikahan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan pernikahan
tersebut dapat terlaksana dengan baik18
15Asep S. Jahar ,”Rabiul Awal:Maulid Nabi dan Siklus Kehidupan “, dalam Tim Penulis
“Perempuan Dalam Hari-Hari Besar Islam”,(Jakarta :PPIM UIN,2008),H.35
16Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,
(Yogyakarta: Lkis, April 2001), cet. Ke-1,h.97.
17Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-fatwa, h. 187.
18Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadya,
September 2006), cet.Ke-3. h.11.
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Undang–Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
telah menetapkan batas usia nikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki
dan 16 (enam belas tahun bagi perempuan namun hal itu tidak menjamin terciptanya
keharmonisan rumah tangga. Pernikahan yang dilaksanakan pada usia tersebut
terkadang memicu munculnya permasalahan rumah tangga,  faktor menikah di usia
dini sangat rentang pada suatu dampak dalam rumah tangga dan akan berujung pada
perceraian.
Dalam UU tersebut jelas sudah menjadi aturan bahwasanya pernikahan yang
lazim dilakukan harus menurut aturan yang berlaku tersebut, Islam sendiri
memandang pernikahan yang dilakukan terlalu dini atau biasa disebut pernikahan
dibawah usia sangatlah berpengaruh terhadap psikologi sang anak begitu pula akan
mental yang masih belum siap untuk melakukan perkawinan.
Apabila ditinjau dari segi kesehatan, usia 16 (enam belas) tahun bagi
perempuan  sangat rentan  terhadap penyakit reproduksi, dan mengganggu kejiwaan.
Dan akan berdampak pada psikologi perempuan dan juga akan berdampak pada
anaknya kemungkinan anak akan lahir dan berkembang secara tidak normal. Karena
kesehatan reproduksi perempuan adalah hal yang paling utama untuk diperhatikan
dari semua pihak. Olehnya itulah Islam memandang pernikahan yang lazim meski
sebenarnya telah dijelaskan dalam al-Qur’an
Substansi hukum Islam adalah mencipta kan kemaslahatan sosial bagi
manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam
bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia
di alam ini.19 10 Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat
19 Imam Syathibi, Al-Muwafaqat, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 220
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dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya
semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum
syara’ sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara’ al ashlu fi al ’af’aal at-
taqayyudu bi al-hukmi al-syar’iyy.20 Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah
sesuai dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3:









Terjemahnya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.
Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk
melakukan pernikahan (thalabul fi’li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan
sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan
budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun
makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali
dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan
akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah
20 Taqiyuddin An-Nabhani, Asy-Syakhsiyyah alIslamiyah Juz III, 1953. h. 19
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pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub,
demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis
Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah
menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan
lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa
akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).
Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah
bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk
menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a)
Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukumhukum fikih yang ada
hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti
khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun
sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini
didasarkan pada prinsip bahwa fardu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk
mengetahui hukum perbuatan sehari hari yang dilakukannya atau yang akan
dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada
dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya
untuk memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat alasasiyyah) bagi istri berupa sandang,
pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma’ruf); (c)
Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani
tugasnya sebagai suami, tidak impoten.
Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu
tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan
bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius. Sekalipun
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dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat
Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam
semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang
menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa
ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak
mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang
mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.
Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan
yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang
lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga
tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. Kedua, perempuan tersebut sudah
matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan
berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna
ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin
tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak
menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang
dianggap mempunyai al-bâ’ah, yaitu kemampuan memberi nafkah. Ketiga, pada
pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon
suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam
An-Nasa’i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula
Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta AlHakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia
menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang
disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar
melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan
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Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu
diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan
jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan
suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.
Terkait pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra, ada beberapa hadis yang
menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mendasarkan pada sebuah mimpi, dan
mimpi para Rasul adalah benar. Jadi hal itu merupakan ketentuan Allah yang
diberlakukan untuk Nabi Muhammad saw yang tidak serta merta harus diikuti
sebagai sunnah Rasul, sama seperti Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga
tidak boleh langsung diterapkan oleh umatnya dengan dalih melaksanakan sunahnya.
Ini merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya
pada umumnya.
Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah berdasarkan mimpi ini
diungkapkan dalam sebuah hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam muslim
bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Engkau diperlihatkan kepadaku di dalam
mimpi selama tiga hari. Seorang malaikat datang membawamu di dalam sepotong
kain sutera. Malaikat itu berkata: “Ini adalah istrimu”. Aku lalu menyingkap
wajahmu, ternyata wanita itu adalah engkau. Akupun berkata; “Kalau ini berasal dari
Allah, maka Dia akan mewujudkannya.” Perkawinan yang penuh berkah itupun
membawa kebaikan yang besar, karena Aisyah atas kehendakNya menjadi salah satu
dari Ummahatul Mukminin yang mampu menguasai ribuan hadis dan menjadi “the
life reference.”
Begitu banyak pelajaran yang bisa kita eksplorasi dari hikmah disyariatkannya
suatu hukum baik itu mubah, sunnah, wajib, makruh, maupun haram. Jika kita
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cermati lebih detail bahwa ternyata pernikahan dini berdampak positif bagi
kemaslahatan jika dilakukan dengan tampa adanya unsur keterpaksaan baik karena
kemauan orang tua maupun terpaksa menikah karena sudah telanjur hamil.
Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah:
Pertama, meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku
menyimpang di kalangan muda-mudi;
Kedua, apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika
anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya pendidikan, diharapkan orang
tuanya masih sehat wal afiyat untuk menunaikan kewajiban tersebut.21
Ketiga, saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa dihinggapi lintasan-
lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang
paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya.
Karena itu untuk menghindari dampak negative, maka keputusan untuk melakukan
pernikahan dini dapat dibenarkan;
Keempat, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi
perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya
dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.”
Kelima, meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa
produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang
jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang
semakin banyak tetapi populasi calon penerus genarasi yang banyak secara kuantitas
dan tinggi secara kualitas; Keenam, meringankan beban para orang tua yang terlalu
21Dr. Alexis Carell, “Man, The Unknown”, mengatakan bahwa semakin dekat jarak waktu
nyang memisahkan antara dua generasi, semakin kuat pula pengaruh moral orang tua kepada anaknya,
h. 215
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fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar’i; Ketujuh, kemandirian
sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi
tanggungan orang lain.
Selain dampak positif pernikahan dini yang diuraikan di atas berikut ini, akan
dipaparkan pula efek negatif menunda-nunda pernikahan, diantaranya: (a) Wanita
hamil beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama dialami pada usia tertentu
yang terus menunda pernikahan sehingga akan membahayakan baik bagi ibu hamil
maupun bagi bayi yang dikandungnya; (b) Mengakibatkan keengganan atau
lemahnya semangat para pemuda untuk menikah, sehingga fenomena hidup melajang
menjadi salah satu pilihan atau gaya hidup karena sudah merasa mampu memenuhi
kebutuhannya sendiri tanpa perlu ada orang yang mendampingi hidupnya sebagai
pasangan hidup; (c) Semakin mundur usia nikah akan semakin menurun semangat
orang untuk menikah dan ini banyak terjadi di Negara-negara Barat, sehingga banyak
perempuan yang melahirkan anak tanpa proses pernikahan. Mereka lebih memilih
hamil dengan cara inseminasi buatan dengan sel sperma yang mereka bisa dapatkan
di Bank-bank sperma; (d) Kanker payudara dan rahim lebih kecil presentasenya bagi
wanita yang pernah hamil di usia muda dari pada mereka yang hamil pada usia yang
sangat matang; (e) Kehamilan di luar rahim bagi wanita berusia sangat matang
kemungkinannya lebih besar daripada pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun;
(f) Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa perbandingan jumlah kasus aborsi pada
wanita di atas usia 35 tahun lebih banyak 3 sampai 4 kali dibandingkan dengan
wanita yang hamil di bawah usia tersebut; (g) Operasi caesar, kelahiran prematur,
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cacat fisik, kematian janin di dalam rahim sebelum lahir, akan lebih besar
kemungkinannya ketika usia ibu hamil semakin banyak bertambah.22
Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan memang wajar jika
ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan
menghambat studi atau rentan konflik yang berujung pada perceraian, akibat
kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa.
Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka pernikahan dini hukumnya
boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda
pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus
melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang
untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih
tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi
batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih
sayang, menuai bahagia.
Namun untuk menjaga dan menhindari dampak terjadinya pernikahan dini
sebaiknya tidak dilakukan pernikahan dini, alangka baiknya dilakukan pendewasaan
terlebih dahulu sampai tiba usia matang minimal 21 tahun bagi wanita, 25 tahun bagi
pria dan sudah siap dari berbagai baik segi umur, materi, fisik dan psikis. agar
terhindar dari berbagai dampak negative dan akan berujung pada perceraian di
pengadilan.
223Al-fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi, “Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini,” dalam
Jurnal Salafiyyun http:// fadhlihsan.wordpress.com
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dikemukakan secara sistematis sesuai dengan
tujuan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Untuk mengetahui Efektifitas Usia dan Faktor Terjadinya Pernikahan di Usia
Dini, terlebih dahulu kita melihat usia remaja yang ingin melangsungkan
pernikahan yang rata-rata menikah dibawa usia 21 tahun, dimana di usia
seperti ini sangat rentan menimbulkan beberapa risiko, risiko sosial
pernikahan dini, risiko kejiwaan, risiko kesehatan, dan akan berakhir dengan
perceraian di pengadilan. Usia yang terlalu muda untuk melangsungkan
pernikahan karena adanya faktor pendorong, pernikahan dini banyak terjadi
dikalangan masyarakat sangat kurang efektif dan  pendewasaan umur terlebih
dahulu akan lebih baik untuk menuju usia matang dan usia yang efektif untuk
menikah sekitar 21 tahun bagi wanita dan 25  tahun bagi pria.
2. Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi
yaitu telah memperjelas bahwasannya memperhatikan kesehatan remaja
dengan memberikan informasi tentang kesehatan yang berkaitan dengan
kesehatan reproduksi dengan berjalannya beberapa program pelayanan
kesehatan reproduksi yang mampu mengurangi angka kematian Ibu dan Anak
akibat pernikahan dini yang menimbulkan beberapa dampak baik dari segi
kesehatan seperti munculnya beberapa penyakit reproduksi, dan mempersulit
dalam persalinan, dari segi psikis kejiwaan yang belum stabil dan tidak bisa
mengontrol emosi sampai terjadi perkelahian dengan pasangan hingga
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akhirnya harus berakhir di pengadilan. Dengan adanya  undang-undang
kesehatan ini yang mampu mengajak para masyarakat untuk menjaga
kesehatan reproduksinya, untuk tidak melakukan pernikahan terlalu dini yang
berdampak pada kesehatan reproduksi.
3. Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka pernikahan dini hukumnya
boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda
pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus
melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang
seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti
karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi,
pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam
meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia. Namun
untuk menjaga dan menhindari dampak terjadinya pernikahan dini sebaiknya
tidak dilakukan pernikahan dini, alangka baiknya dilakukan pendewasaan
terlebih dahulu sampai tiba usia matang minimal 21 tahun bagi wanita, 25
tahun bagi pria dan sudah siap dari berbagai  segi,baik segi umur, materi, fisik
dan psikis agar terhindar dari berbagai dampak negative dan akan berujung
pada perceraian di pengadilan.
B. Implikasi
mengacu pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan
implikasi sebagai berikut:
1. Bagi orang tua sekiranya jangan menikahkan anaknya yang masih belia,
hanya karena takut anaknya jadi perawan tua dan tidak laku dan kepepet
menikahkan karena materi, Karena sesungguhnya Allah SWT telah mengatur
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rejeki, jodoh, dan yang lainnya hanya untuk umatnya. Meskipun pernikahan
dini ada sisi positif dan sisi negatifnya namun alangka lebih baiknya
menhindari.
2. Bagi seorang wanita, agar sekiranya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas
yang nantinya akan menhancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan,
masa lalu akan menjadi suram tampa adanya ilmu yang menuntun kepada
kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik segi fisik, mental maupun
moral dimanah hamil diluar nikah dan dipandang hina oleh masyarakat, dan
dihadapan Allah SWT.
3. Hendaknya pemerintah dalam hal ini adalah lembaga atau badan yang
berwenang dalam membuat peraturan baru atau adanya perombakan Undang-
Undang baru mengenai batas usia menikah yang sekiranya sudah cukup
matang dalam segi segalah aspek, untuk melakukan pengkajian terhadap
banyaknya kasus pernikahan dini yang tadinya berharap mendatangkan
kebahagiaan namun kebanyakan berdampak buruk. jika mengingat kasus ini
sebenrnya tidak ada kesejahteraan dalam masyarakat, dimanadisini
pernikahan dini ada  kaitannya dengan masalah KB yang tadinya pernikahan
dini kurang terkontrol memiliki anak dan ekonomi semakin lemah karena
kurang lapangan kerja yg tersedia mengingat juga korban pernikahn dini tidak
memiliki pendidikan, dan jumlah penduduk masyarakat semakin meningkat.
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Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama
hingga meraih gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) di tahun 2015. riwayat
Organisasi, baru mengenal baik organisasi ketika dijenjang perkuliahan, pernah
masuk anggota HMJ, dan organda(organisasi daerah) HIPMI MAROS RAYA
sebagai bendahara, dan memasuki Organisasi bela Negara yaitu RESIMEN
MAHASISWA satuan 703 UIN Alauddin Makassar memegang jabatan
Kasutri(keputrian).
